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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

SALINAN 

NOMOR PER-14/BC/2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PATROL! I.AUT 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, 

bahwa untuk n1elaksanakan ketentuan Pasal 25 Perat.uran 

Menteri Keuangan nomor l 79/PMK.04/2019 tentang Patroli 

Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalan1 Rangka 

Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur J ende:ral Bea dan Cukai 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat J enderal 

Bea dan Cukai. 

1. Keputusan Mente~ Keuangan Republik Indonesia Non1or 

30/KMK.05/ 1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang 

Tatalaksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 

Tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, 

Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani 

Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai 

Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.04/2017 

Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 79/PMK.04/2019 

tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan 

Cukai; 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 

TENTANG PATROL! LAUT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN 

CUKAJ. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

selanjutnya disebut sebagai Patroli Laut adalah patroli yang 

dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut dan/ 

atau di sungai dalam rangka melaksanakan pengawasan untuk 

menjamin terpenuhinya hak negara dan dipatuhinya 

ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta tujuan 

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan di wilayah perairan dalam Daerah Pabean. 

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, 

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 

landas kontinen. 

3. Sarana Pengangkut Laut yang selanjutnya disebut Saran.a 

Pengangkut adalah seluruh kendaraan air yang digerakkan 

dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah 

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung, yang 

dapat digunakan untuk mengangkut barang dan/ atau orang. 

4. Kapal Patroli adalah kapal laut dan/ atau kapal udara milik 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang dipimpin Komandan 

Patroli yang mempunyai kewenangan penegakan huku1n di 

Daerah Pabean. 
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5. Satuan Togas Patroli Laut yang selanjutnya disebut Satuan 

Togas adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

ditugaskan 1nelaksanakan Patroli Laut berdasarkan Surat 

Perintah. 

6. Nakhoda Kapal Patroli adalah salah seotang dart Awak Kapal 

Patroli yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran 

7. Awak Kapal Patroli adalah anggota Satuan Togas yang 

melaksanakan fungsi navigasi dan teknik pada saat 

pelaksanaan patroli sesuai Surat Pe1intah. 

8. Komandan Patroli adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

untuk memimpin Satuan Togas. 

9. Sarana Operasi Pengawasan Laut yang selanjutnya disebut 

Sarana Operasi adalah seluruh sarana dan prasarana untuk 

n1elaksanakan pengawasan dan Patroli Laut berupa Kapal 

Patroli, peralatan komunikasi, radar pantai, peralatan 

penginderaan, senjata api, peralatan keamanan, dan peralatan 

lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan Patroli 

Laut. 

10. Kelaiklautan Kapal Patroli adalah keadaan Kapal Patroli yang 

memenuhi persyaratan standar kemampuan kesela111atan, 

apung, gerak, layar dan operasi. 

11. Barang adalah barang impor, barang ekspor, barang kena 

cukai. barang tertentu, barang bawaan penumpang, barang 

bawaan awak Sarana Pengangkut dan/atau barang lainnya 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

12. Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan patroli laut dan/atau 

kegiatan lain yang berkaitan dengan pergerakan kapal patroli. 

13. Kantor Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang selanjutnya 

disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Direktorat di lingkungan 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang membidangi 

penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan da n cukai, 

~ 
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Pangkalan 

Sarana Operasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

14. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

15. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama di 

lingkungan Bea dan Cukai. 

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

1 7. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi 

penindakan dan penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang 

Kepabeanan, Undang-undang Cukai, dan peraturan 

perundang-undangan yang pelaksanaannya diamanatkan 

kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

BAB II 

TUJUAN, DASAR, DAN WIIAYAH 

PELAKSANAAN PATROL! IAUT 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pelaksanaan Patroli Laut 

Pasal 2 

(1) Untuk menjamin hak negara dan dipatuhinya ketentuan di 

bidang kepabeanan dan/ atau cukai di wilayah perairan, 

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan terhadap 

Sarana Pengangkut melalui Patroli Laut. 
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(2) Pada saat pelaksanaan pengawasan Sarana Pengangkut 

melalui Patroli Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan penindakan. 

(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sebagai upaya untuk mencari dan n1enen1ukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

(4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. penghentian dan peme1iksaan terhadap Sarana 

Pengangkut; 

b. pemeriksaan terhadap Barang, bangunan atau tempat lain, 

surat atau dokumen yang berkaitan dengan Barang, atau 

terhadap orang; 

c. penegahan terhadap Barang dan Sarana Pengangkut; dan 

d. penguncian, penyegelan, dan/ atau pelekatan tanda 

pengaman yang diperlukan terhadap Barang maupun 

Sarana Pengangkut. 

(5) Untuk kepentingan penegakan hukum, kemanusiaan, atau 

kegiatan lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pejabat Bea 

dan Cukai dapat melaksanakan Patroli Laut untuk tujuan: 

a. pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ atau 

cukai; 

b. tindak lanjut dari penyidikan; 

c. pengungkapan jaringan kejahatan di bidang narkotika, 

psikotropika, dan prekursor sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan 

instansi dalam negeri dan/ atau instansi luar negeri; 

e. mendukung tugas dan fungsi pengawasan pada instansi 

dalam negeri lainnya; 

f. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ Search 

and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang 

undangan n1engenai hukum laut; 
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g. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas 

pejabat negara; dan/ atau 

h. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(6) Dalam rangka pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan 

dan/ atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, 

Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan 

anggaran setiap tahun anggaran. 

(7) Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat 

Perintah. 

Pasal 3 

(1) Pergerakan Kapal Patroli dapat dilakukan untuk 

melaksanakan pengelolaan sarana operasi. 

(2) Pergerakan Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

meliputi: 

a. pelayaran percobaan (sea triaO; 

b . penempatan dan/atau penempatan ulang (relokasi); 

c. pelayaran dart dan/atau ke tempat perbaikan (docking); 

d. siaga pangkalan; atau 

e. kegiatan lainnya dalam rangka pengelolaan sarana operasi. 

(3) Pelayaran percobaan (sea triaO sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) huruf a adalah serangkaian kegiatan uji coba 

untuk mengetahui kondisi teknis kapal patroli dengan berlayar 

serta melakukan pen1eriksaan: 

a. fungsi aspek navigasi; 

b . fungsi aspek sistem permesinan; 

c. fungsi aspek sistem propulsi; 

d. fungsi aspek sistem telekomunikasi d~n penginderaan; dan 

e. fungsi aspek bangunan kapal. 

4.' 'I 
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(4) Penempatan dan/atau penempatan ulang (relokasi) 

sebagaimana yang din1aksud pada ayat (2) huruf b adalah 

serangkaian kegiatan untuk menempatkan atau memindahkan 

fisik dan status kapal patroli dart Kantor Bea dan Cukai asal 

ke Kantor Bea dan Cukai tujuan. 

(5) Pelayaran dari dan/atau ke tempat perbaikan (docking) 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 

serangkaian kegiatan untuk menggerakkan Kapal Patroli dari 

dan/ atau ke tempat perbaikan. 

(6) Siaga pangkalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

huruf d adalah serangkaian kegiatan untuk menmstikan 

kesiapsiagaan kapal patroli dan Awak Kapal Patroli. 

(7) Pada pelaksanaan siaga pangkalan dapat dilakukan 

pergerakan kapal patroli dengan memperthnbangkan situasi 

cuaca, kondisi dan1rat dan/ atau pertimbangan keselamatan 

lainnya. 

(8) Pelaksanaan pergerakan Kapal Patroli untuk n1elaksanakan 

pengelolaan sarana operasi dilaksanakan berdasarkan Surat 

Perintah. 

Pasal 4 

(1) Pergerakan Kapal Patroli dapat dilakukan untuk melaksanakan 

tujuan lain. 

(2) Pergerakan Kapal Patroli untuk tujuan lain dilaksanakan 

berdasarkan Surat Perintah. 

(3) Atas kegiatan pergerakan Kapal Patroli untuk tujuan lain, 

dilaporkan kepada Direktur Jenderal oleh Pejabat Bea dan 

Cukai yang 1nen erbitkan surat perintah melalui Direktur paling 

lambat 5 (lima) h ari kerja setelah pelaksanaan kegiatan 

pergerakan Kapal Patroli. 
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Bagian Kedua 

Dasar Pelaksanaan Patroli Laut 

Pasal 5 

( 1) Surat Perintah sebagai dasar pelaksanaan Patroli Laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh: 

a. Direktur Jenderal; 

b. Direktur; atau 

c. Kepala Kantor Bea dan Cukai, 

sesuai dengan skema Patroli Laut yang digunakan. 

(2) Surat Perintah sebagai dasar pergerakan Kapal Patroli dalan1 

rangka pengelolaan Sarana Operasi sebagaimana din1aksud 

dalam Pasal 3 diterbitkan oleh: 

a. Direktur; atau 

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengelola Sarana 

Operasi. 

(3) Surat perintal1. sebagai dasar pergerakan Kapal Patroli dalam 

rangka melaksanakan tujuan lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai 

yang mengelola Sarana Operasi. 

(4) Surat Perintah paling kurang memuat: 

a. nomor Surat Perintah; 

b. dasar dan pertimbangan pemberian perintah; 

c. nama dan pangkat Pejabat Bea dan Cukai yang masuk 

dalam Satuan Togas; 

d. perintah yang harus dilaksanakan; 

e. tempat penugasan; 

f. jangka waktu penugasan; 

g. sarana yang digunakan; 

h. perlengkapan senjata api; 

i. penggunaan seragam; 

j. kewajiban pelaporan kegiatan patroli; 

(p.' 
I 
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k. ten1pat dan tanggal penerbitan Surat Perintah; 

1. nama, jabatan, tanda tangan dan cap dinas Pejabat Bea 

dan Cukai penerbit Surat Perintah; dan 

m. tembusan kepada pihak terkait apabila dianggap perlu. 

(5) Tanda tangan dan cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf 1 dapat 1nenggunakan tanda tangan elektronik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang n1engatur 

tentang tanda tangan elektronik. 

(6) Bentuk dan tata cara pengisian Surat Perintah sesuai 

ketentuan tentang ta.ta laksana pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

Bagian Ketiga 

Wilayah Pelaksanaan Patroli Laut 

Pasal 6 

(1) Patroli Laut dilaksanakan di seluruh wilayah perairan di: 

a. Daerah Pabean; dan 

b. zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan hukum laut 

intemasional. 

(2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut 

teritorial, zona tambahan, alur laut kepul.auan Indonesia, selat 

yang digunakan untuk pelayaran internasional dan/ atau 

te1npat-tempat tertentu pada zona ekonomi ekslusif dan landas 

kontinen. 

(3) Perairan pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan semu a perairan yang terletak pada s isi da ra l dari 

garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia. 
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(4) Perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan sen1ua perairan yang terletak pada sisi dalain garis 

pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalan1an 

atau jaraknya dari pantai. 

(5) Laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis 

pangkal kepulauan Indonesia. 

(6) Zona tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan zona yang lebamya tidak n1elebihi 24 (dua puluh 

empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari 1nai1a lebai· 

laut teritorial diukur. 

(7) Alur laut kepulauan indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan alur laut yang dilalui oleh kapal atau 

pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk 

melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara 

normal semata-mata untuk transit yang terns menerus, 

langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui 

atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang 

berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona 

ekonomi ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona 

ekonomi ekslusif Indonesia lainnya. 

(8) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selat tempat 

dilaksanakannya hak lintas transit sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang hukum laut. 

(9) Tempat-tempat tertentu pada zona ekonomi ekslusif dru.1. 

landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen 

Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi 

sumber kekayaan alam serta tempat terjadinya kegiatan 

kepabeanan seperti kegiatan ekspor dan/atau impor. 
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Pasal 7 

Penugasan Patroli Laut mengutamakan faktor keselamatan dengan 

1nemperhatikan : 

a. kelas kapal patroli dan wilayah penugasannya; 

b . persediaan bahan bakar dan perbekalan; 

c. persenjataan dan peralatan keamanan sesuai kondisi ancan1an 

yang akan dihadapi; dan 

d. kondisi perairan (sea state}. 

Pasal 8 

(1} Pejabat Bea dan Cukai penerbit Surat Perintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 pada saat: 

a . menyusun rencana operasi; 

b . menerbitkan Surat Perintah; dan 

c. melaksanakan komando dan pengendalian saat patroli, 

harus mempertin1bangkan rekomendasi wilayah perairan, 

cuaca dan kondisi perairan penugasan Kapal Patroli 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran huruf A Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

(2) Dalam hal kondisi perairan pada saat penugasan Kapal Patroli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) n1elebihi rekomendasi 

sebagaimana tercantum pada Lampiran Huruf A, maka Pejabat 

Bea dan Cukai penerbit Surat Perintah secara berjenjang 

meminta pertin1bangan kepada Nakhoda Kapal Patroli untuk 

melanjutkan atau menghentikan kegiatan. 

(3) Dalam hal Nakhoda Kapal Patroli memutuskan untuk 

menghentikan kegiatan, Nakhoda Kapal Patroli menyampaikan 

pertimbangan tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai Penerbit 

Surat Tugas disertai dengan dokumentasi. 
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BAB III 

SKEMA PATROLI I.AUT, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 

Skema Patroli Laut 

Pasal 9 

Patroli Laut dilaksanakan dengan skema: 

a. mandiri; 

b. Bawah Kendali Operasi (BKO); 

c. terpadu; atau 

d. terkoordinasi. 

Pasal 10 

Penentuan skema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan: 

a. rencana kerja; 

b. dukungan anggaran yang tersedia; 

c. kesiapan sarana operasi dan satuan. tugas; dan/ atau 

d. data dan/ a tau informasi yang diperoleh dari unit pengawasan, 

instansi lain dan/ atau masyarakat. 

Pasal 11 

(1) Patroli Laut dengan skema mandiri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh: 

a. Kantor Bea dan Cukai dalam wilayah yang berada dalarn 

pengawasannya; atau 

b. Kantor Wilayah pada wilayah pengawasan Kantor Wilayah 

lainnya berdasarkan permintaan secara tertulis atau 

perjanjian dengan Kantor Wilayah tersebut. 

(2) Mekanisme Pelaksanaan Patroli Laut Mandili oleh Kantor Bea 

dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

sebagai berikut: 
Cg.; 

l 
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a. Kepala Kantor Bea dan Cukai menetapkan rencana 

operasi setiap tahunnya berdasarkan data, informasi, 

dan/ atau hasil analisa yang dihi1npun · oleh unit 

pengawasan. 

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk 

1nenerbitkan Surat Perintah berdasarkan : 

1. rencana operasi yang telah ditetapkan; dan/ atau 

2 . data dan/atau informasi yang diperoleh clari unit 

pengawasan, instansi lain dan/ atau masyarakat. 

c. Selain berdasarkan rencana operasi dan/ atau Inforn1asi 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Kantor Bea 

dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

dapat menerbitkan Surat Perintah untuk pelaksanaan 

Patroli Laut mandiri dalam rangka: 

1. tindak lanjut penyidikan; 

2. memberi bantuan pencarian dan penyelainatan 

I Search And Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan 

perundang undangan mengenai hukum laut; dan 

3. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur 

Jenderal; 

d. Kepala Kantor Bea dan Cukai menyiapkan Kapal Patroli, 

Satuan Tugas, anggaran, perbekalan dan persenjataan. 

e. Komandan Patroli dan Nakhoda Kapal Patroli n1emeriksa 

kesiapan Kapal Patroli dan Satuan Tugas serta 

melaksanakan Patroli sesuai dengan Surat Perintah. 

(3) Mekanisme pelaksanaan Patroli Laut mandiri oleh Kantor 

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah 

sebagai berikut: 

a . Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan permintaan secara 

tertulis atau berdasarkan perjanjian dengan Kepala 

Kantor Wilayah lainnya; 

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Je;nderal Bea dan Cukai 

yang akan melaksanakan patroli dan/ atau Kepala 

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai menyiapkai1 

q 
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Kapal Patroli, Satuan Togas, Persenjataan, anggaran, dan 

perbekalan sesuai ketersediaan; dan 

c. Komandan Patroli dan Nakhoda Kapal Patroli memeriksa 

kesiapan Kapal Patroli dan Satuan Togas serta 

melaksanakan Patroli sesuai dengan Surat Perintah. 

(4) Skema Patroli Laut Mandiri juga dapat digt.inakan saat 

pengelolaan Sarana Operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan pergerakan Kapal Patroli dalam rangka tujuan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 12 

(1) Patroli Laut dengan skema Bawah Kendali Operasi (BKO) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan 

Patroli yang dilakukan oleh satu Kantor Bea dan Cukai dengan 

ketentuan: 

a. patroli dilaksanakan dalam wilayah pengawasannya; 

b. patroli dilaksanakan dengan bantuan Sarana Operasi 

dan/ atau pengoperasian sarana operasi dart Kantor Bea 

dan Cukai lainnya; dan 

c. patroli dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur. 

(2) Mekanisme pelaksanaan Patroli Laut Bawah Kendali Operasi 

(BKO) adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Bea dan Cukai menyusun dan menetapkan 

rencana operasi setiap tahunnya berdasarkan data, 

informasi, dan/ atau hasil analisa yang dihiJ.npun oleh unit 

pengawasan; 

b. berdasarkan rencana operasi yang telah ditetapkan atau 

berdasarkan informasi, Kepala Kantor Bea dan Cukai 

meminta bantuan Sarana Operasi dan/ atau 

pengoperasian Sarana Operasi dari Kantor Bea dan Cukai 

lain 1nelalui Direktur; 

c. dalam hal permintaan bantuan sebagain1ana diJ.uaksud 

pada huruf b ditujukan kepada Kepala Pangkalan Sarana 

Operasi Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor 

(}: 
/ 
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Pelayanan dan Pengawasan. permintaan bantuan tersebut 

ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala 

Kantor Pelayanan Uta.ma yang membina secara 

administrasi a.tau membawahinya. 

d . <la.lam hal permintaan bantuan disetujui, Kepala Kantor 

Bea dan Cukai a.tau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

menerbitkan Surat Perintah. 

e. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang dimintai bantuan dan 

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang akan melaksanakan 

Patroli Laut menyiapkan Ka.pal Patroli, Satuan Tugas, 

anggaran. perbekalan dan senjata api sesuai pennintaan 

bantuan. 

f. Komandan Patroli dan Nakhoda Kapa.I Patroli memeriksa 

kesiapan Ka.pal Patroli dan Satuan Togas serta 

melaksanakan Patroli sesuai deng~ Surat Perintah. 

Pasal 13 

(1) Patroli Laut dengan skema terpadu sebagaimana diniaksud 

dalam Pasal 9 huruf c, merupakan patroli yang dilakukan oleh 

lebih dari 1 (satu) Kantor Bea dan Cukai tanpa terbatas pada 

wilayah yang berada dalam pengawasannya berdasarkan Surat 

Perintah yang diterbitkan Direktur Jenderal a.tau Pejabat Bea 

dan Cukai yang ditunjuk . 

(2) Mekanisme pelaksanaan Patroli Terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Direktur Jenderal dan/atau Direktur menetapkan 

rencana operasi setiap tahun berdasarkan berdasarkan 

data, inf ormasi, dan/ a.tau hasil arialisa yang dihimpun 

oleh unit pengawasan. 

b. berdasarkan rencana operasi yang telah ditetapkan a.tau 

berdasarkan informasi, Direktur Jenderal dan /atau 

Direktur n1emerintahkan Kepala Kantor Bea dan Cukai 

terkait untuk melaksanakan patroli dengan menerbitkan 

Surat Perintah Direktur Jenderal. 
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Pasal 14 

(1) Patroli Laut dengan skema terkoordinasi sebagainiana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan Patroli yang 

dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai dalam rangka koordinasi 

yang meliputi: 

a. koordinasi dengan administrasi pabean dan/ atau lembaga 

pemerintah negara lain; 

b. koordinasi dalam kegiatan penegakan hukum; 

c. koordinasi dalam kegiatan pertahanan dan keamanan laut 

sesuai permintaan Tentara Nasional Indonesia; atau 

d. koordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 

pengawasan instansi dalam negeri lainnya. 

(2) Patroli Laut terkoordinasi dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan atau perintah Direktur Jenderal. 

(3) Persetujuan Direktur Jenderal tersebut dapat berupa 

penuangan kegiatan Patroli Laut terkoordinasi pada rencana 

operasi, pengesahan perjanjian kerjasama dengan instansi 

lain, dan/atau persetujuan atas permintaan tertulis dari 

pimpinan instansi lain. 

(4) Patroli Laut terkoordinasi dapat dilaksanakan pada tingkat 

nasional atau tingkat wilayah. 

(5) Patroli Laut terkoordinasi dilaksanakan dengan menggunakan 

ketentuan mekanisme pada Patroli Laut mandiri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Patroli Laut Bawah Kendali Operasi 

(BKO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atau Patroli 

Laut terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai 

dengan kebutuhan. 

Pasal 15 

( 1) Patroli dengan sken1a terkoordinasi berdasarkan pennintaan 

dari instansi lain untuk tingkat wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan dengan 

berdasarkan: 
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a . permintaan tertulis dart pejabat setingkat eselon II dari 

instansi lain kepada Direktur J enderal atau Direktur 

Jenderal u.p. Direktur dalam hal patroli akan dilaksanakan 

dengan menggunakan Kapal Patroli kelas I hingga kelas V; 

atau 

b. permintaan tertulis dali pejabat setingkat eselon III dali 

instansi lain kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalan1 

hal patroli akan dilaksanakan dengan menggunakan Kapa! 

Patroli kelas VI, 

yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 

pelaksanaan patroli. 

(2) Pennintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat tujuan patroli, periode patroli, wailayah 

operasi dan personel yang diperlukan. 

(3) Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, Direktur Jenderal atau Direktur memberikan 

persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan 

kesiapan Kapal Patroli, ketersediaan sumber daya manusia. 

penganggaran dan pertimbangan lain. 

(4) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) : 

a. dalam hal permintaan tersebut disetujui, Direktur Jenderal 

atau Direktur menerbitkan Surat Perintah; atau 

b. dalam hal pennintaan tersebut ditolak, Direktur Jenderal 

atau Direktur menyampaikan surat penolakan. 

(5) Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai melaporkan kepada 

Direktur. 

(6) Atas laporan Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5). Direktur memberikan persetujuan 

atau penolakan terhadap permintaan pelaksanaan Patroli Laut 

terkoordinasi berdasarkan pertimbangan kesiapan Kapal 

Patroli, ketersediaan su1nber daya manusia, penganggaran dan 

pertimbangan lain. 
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(7) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) : 

a. dalam hal permintaan tersebut disetujui, Direktur 

menyampaikan surat persetujuan sebagai salah satu dasar 

dan pertimbangan penerbitan Surat Perintah; atau 

b. dalam hal permintaan tersebut ditolak, Direktur 

menyampaikan surat penolakan. 

(8) Dalam hal Patroli Laut dengan skema terkoordinasi 

berdasarkan permintaan dari instansi lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak atau peka waktu, 

permintaan dapat disampaikan secara lisan oleh pejabat 

perwakilan dari instansi terkait pada kesen1patan pertania dan 

menyampaikan permintaan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari 

kerja setelah penerbitan Surat Perintah. 

Pasal 16 

Dalam hal terdapat informasi adanya dugaan pelanggaran di bidang 

kepabeanan dan cukai, Direktur dapat melakukan Patroli Laut 

khusus dengan tidak menggunakan skema sebagaimana din1aksud 

dalam Pasal 9 dengan menggunakan Sarana Operasi dan/ a tau 

bantuan pengoperasian Sarana Operasi dari Kantor Bea dan Cukai. 

Bagian Kedua 

Togas Dan Tanggung Jawab 

Pelaksanaan Patroli Laut 

Pasal 17 

Penanggung jawab operasi, pengendali operasi, pengendali taktis, 

komandan patroli dan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli 

(Puskodal) menjalankan tugas dan tanggung jawab pada 

pelaksanaan Patroli Laut. 



- 19 -

Pasal 18 

(1) Penanggungjawab operasi adalah: 

a. Direktur Jenderal; 

b. Direktur; atau 

c. Kepala Kantor Bea dan Cukai, 

sesuai skema Patroli Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 atau skema Patroli Laut khusus sebagaimana din1aksud 

dalan1 Pasal 16. 

(2) Penanggungjawab operasi bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan pelaksanaan Patroli Laut. 

(3) Penanggungjawab operasi menunjuk Pejabat Bea dan Cukai 

untuk ditugaskan sebagai pengendali operasi dan pengendali 

taktis pada pelaksanaan Patroli Laut. 

Pasal 19 

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Pengendali 

Operasi, bertanggungjawab atas penentuan strategi dan 

pelaksanaan pengendalian Patroli Laut. 

(2) Pengendali operasi melaksanakan tugas: 

a . merencanakan dan merumuskan target sasaran Patroli; 

b . mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di 

bidang pengawasan; 

c. menyusun rencana komunikasi yang akan digunakan 

selama pelaksanaan operasi sepertifrequency plan, call sign, 

dan sandi; 

d . menghimpun dan mendistribusikan informasi terkait 

pelaksanaan Patroli Laut; dan 

e. melaporkan pelaksanaan Patroli Laut kepada 

penanggungjawab operasi secara periodik atau sewaktu­

waktu. 
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f. mengkoordinasikan penanganan bar~g hasil penindakan 

serta tempat dan pelaksanaan serah terima penanganan 

perkara; 

g. berkoordinasi dengan instansi lain untuk: 

1. tindak lanjut atas temuan pelanggaran di luar 

kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

2. pencarian dan pertolongan dalam hal dibutuhkan; dan 

3. tujuan lain yang diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan Patroli Laut. 

(3) Untuk pelaksanaan Patroli Laut: 

a. dengan skema terpadu; 

b. dengan skema terkoordinasi yang dilaksanakan dengan 

sken1a terpadu; dan 

c. skema khusus, 

penanggungjawab operasi menunjuk Kepala Subdirektorat 

yang membidangi patroli dan operasi di laut dan/ a.tau Kepala 

Bidang terkait sebagai Pengendali Operasi. 

Pasal 20 

( 1) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai pengendali taktis 

bertanggungjawab atas pelaksanaan strategi dan pengawasan 

atas pelaksanaan Patroli Laut. 

(2) Pengendali taktis melaksanakan tugas: 

a. me1nimpin pelaksanaan Patroli Laut; 

b . melaporkan pelaksanaan Patroli Laut kepada pengendali 

operasi secara periodik a.tau sewaktu-waktu; 

c. menerima informasi, petunjuk dan perintah dari pengendali 

operasi; 

d. menghimpun dan 1nendistribusikan informasi terkait 

pelaksanaan Patroli Laut; dan 

e. berkoordinasi untuk mengatur penempatan dan pergerakan 

Kapal Patroli seperti titik standby, pengisian bahan bakar, 

a.tau pergeseran area penempatan. 
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(3) Dalani hal terjadi keadaan darurat, pengendali taktis dapat 

menganibil keputusan terkait penganibilan tindakan. 

pengamanan, penyele1natan, pembelaan diri, pengejaran, dan 

tindakan lainnya yang dianggap perlu pada pelaksanaan 

Patroli Laut dan melaporkan kepada pengendali operasi pada 

kesempatan pertania. 

Pasal 21 

(1) Komandan Patroli bertanggungjawab atas pelaksanaan Patroli 

Laut sesuai dengan strategi yang telah ditentukan. 

(2) Komandan Patroli 1nelaksanakan tugas antara lain: 

a. memimpin pelaksaanaan kegiatan Patroli Laut; 

b. melakukan komunikasi dan melaporkan hasil Patroli Laut 

kepada pengendali taktis; 

c. melaksanakan penindakan dalani hal ditemukan dugaan 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

d. 1nenyerahkan hasil penindakan kepada instansi terkait 

sesuai perintah dari penanggungjawab operasi, pengendali 

operasi atau pengendali taktis. 

Pasal 22 

(1) Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) merupakan unit 

yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalan1 

ketentuan yang mengatur tentang pusat komando dan 

pengendalian. 

(2) Penanggungjawab operasi, pengendali operasi, pengendali 

taktis dapat memanfaa tkan fasilitas komando dan 

pengendalian pengawasan laut pada Pusat Komando dan 

Pengendalian (Puskodal). 

(3) Pimpinan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal}, 

pen anggungjawab operasi, pengendali operasi dan pengendali 

~/ 
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taktis dapat berkoordinasi terkait pergerakan.. penempatan. 

lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Tugas dalam 

pelaksanaan Patroli Laut. 

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaian1ana 

dimaksud pada ayat (1). petugas Pusat Komando dan 

Pengendalian (Puskodal) dapat menyelenggarakan jalur 

kon1unikasi secara langsung ke dan dart Kapal Patroli. 

Pasal 23 

(1) Bagan garts komando, koordinasi dan komunikasi untuk 

pelaksanaan Patroli Laut untuk setiap skema patroli 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran huruf B yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan daJ.i Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

(2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan k01nando, koordinasi, 

dan/ atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh pejabat fungsional yang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 

SARANA OPERASI DAN PENGELOLAAN SARANA OPERASI 

Bagian Kesatu 

Sarana Operasi 

Pasal 24 

(1) Patroli Laut dilaksanakan dengan menggunakan Kapal Patroli. 

(2) Pelaksanaan Patroli Laut dapat dibantu dengan menggunakan 

Sarana Operasi pengawasan lainnya seperti radar, satelit, 

dan/ a.tau pesawat udara a.tau helikopter yang dioperasikan 

tanpa awak a.tau pilot (drone). 

(3) Kelas da11 spesifikasi Ka.pal Patroli sesuai pengaturan pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
(it 

/ 
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patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan· Cukai dalam rangka 

penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Sarana Oper~si 

Pasal 25 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Patroli Laut, Direktur Jenderal 

melalui Direktur dan/ atau Kepala Kantor Bea dan Cukai yang 

ditunjuk, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan 

pengoperasian Sarana Operasi. 

(2) Pengelolaan dan pengoperasian Kapal Patroli di lingkungan 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai disesuaikan dengan jenis 

kelas dan spesiflkasi Kapal Patroli setiagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (3). 

(3) Termasuk dalam kegiatan pengelolaan Sarana Operasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. memastikan Kelaiklautan Kapal Patroli secara periodik; 

b. melaksanakan pergerakan Kapal Patroli selain dalan1 

rangka Patroli Laut; dan 

c. menyelenggarakan simulasi tindakan penyelamatan 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan satuan tugas paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

d . simulasi tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud 

pada huruf c dapat berupa simulasi peran kebakaran, 

orang jatuh ke laut, kebocoran, tumpahan minyak, cuaca 

buruk, kerusakan mesin, kapal kandas, kapal tubrukan, 

dan/ atau meninggalkan kapal. 

(4) Pelaksanaan kegiatan simulasi sebagain1ana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan terkait urusan 

dinas dalam. 
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Bagian Ketiga 

Pemastian Kelaiklautan Kapal, 

Perbaikan Kapal, dan Pemeliharaan Kapal 

Pasal 26 

(1) Kegiatan pemastian Kelaiklautan Kapal Patroli secara periodik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a 

dilakukan untuk menilai kondisi teknis Kapal Patroli sehingga 

dapat memenuhi Kelaiklautan Kapal Patroli n1elalui survei 

yang dilakukan secara periodik atau secara sewaktu-wakktu. 

(2) Survei secara periodik atau survei secara sewaktu-waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh tim 

yang dibentuk berdasarkan keputusan: 

a. Direktur, terhadap Kapal Patroli Kelas I sampai dengan 

kelas IV; 

b . Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, untuk 

Kapal Patroli kelas V dan Kapal Patroli kelas VI sesuai 

dengan wilayah operasi; dan/ atau 

c. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengelola Sarana 

Operasi untuk Kapal Patroli kelas VI yang dikelola pada unit 

terse but. 

(3) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat menerbitkan keputusan 

pembentukan tim survei untuk melakukan penilaian kondisi 

teknis terhadap Kapal Patroli kelas V dan Kapal Patroli kelas 

VI. 

(4) Survei periodik dilaksanakan: 

a. setiap 2 (dua) tahun sekali untuk Kapal Patroli kelas I 

sampai dengan kelas IV; dan 

b. setiap 1 (satu) tahun sekali untuk Kapal Patroli kelas V dan 

Kapal Patroli kelas VI. 

(5) Survey sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan dan keputusan Pej abat Bea dan Cukai pengelola 

Sarana Operasi. 
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(6) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai pengelola Sarana 

Operasi berupa Kapal Patroli kelas I sampai dengan kelas IV 

dapat menyampaikan permohonan survei sewaktu-waktu 

kepada Direktur. 

(7) Pelaksanaan survei periodik atau survei sewaktu-waktu 

dilaksanakan pada saat pemeliharaan dan/ atau perbaikan 

Kapal Patroli di dok kering (dry dock). 

(8) Dalam hal survei periodik atau survei sewaktu-waktu tidak 

dapat dilaksanakan pada saat pemeliharaan dan/atau 

perbaikan Kapal Patroli di dok kering (dry dock). survei 

dilaksanakan di tempat yang memungkinkan. 

(9) Dalam hal diperlukan, Direktur, Kepala Pangkalan Sarana 

Operasi Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Bea dan Cukai 

yang mengelola Sarana Operasi dapat melibatkan : 

a. Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kompetensi di bidang 

perkapalan; 

b. lembaga survei yang terkait dengan p~rkapalan; 

c. badan klasifikasi; 

d. pembangun kapal; dan/ atau 

e. lembaga lainnya, 

dalam pelaksanaan survei periodik atau survei sewaktu-waktu. 

Pasal 27 

(1) Tim survei melakukan penilaian kondisi teknis pada sisten1 

dukungan kemampuan keselamatan, apung, gerak, layar dan 

operasi pada Kapal Patroli. 

(2) Penilaian kondisi teknis sebagain1ana dilnaksud pada ayat. (1) 

disesuaikan dengan kelas dan spesifikasi Kapal Patroli. 

(3) Penilaian kondisi teknis sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) 

juga harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Safety· of Life at Sea (SOI.AS) yang diterbitkan oleh International 

Maritime Organisation (IMO). 
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(4) Berdasarkan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang dilakukan pada saat survei periodik atau 

survei sewaktu-waktu, Tim survei menyatakan kondisi Kapal 

Patroli: 

a . laik operasi; 

b. laik operasi dengan catatan; 

c. laik layar; 

d . laik gerak; 

e. laik apung; atau 

f. tidak laik. 

(5) Hasil penilaian kondisi Kelaiklautan Kapal Patroli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam pemyataan kondisi 

Kapal Patroli yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai 

yang menerbitkan keputusan pembentukan tim survei dan 

ketua tim survei. 

(6) Ketentuan tolak ukur penilaian, contoh format, dan contoh 

bentuk pernyataan kondisi Kapal Patroli sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Petunjuk penilaian kondisi teknis Kapal Patroli diatur lebi11 

lanjut melalui surat edaran Direktur. 

Pasal 28 

(1) Pejabat Bea dan Cukai pengelola Sarana Operasi, Satuan 

Togas, Awak Kapal Patroli, dan Pejabat .Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan Kapal 

Patroli. 

(2) Pemeliharaan Kapal Patroli dilaksanakan berdasarkan sistem 

pemeliharaan terencana (planned maintenance system) sesuai 

kelas dai1 spesifikasi Kapal Patroli. 
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(3) Perbaikan Kapal Patroli dilaksanakan dalam hal te1jadi 

kerusakan pada kapal atau dapat dilaksanakan berdasarkan: 

a . basil survei periodik atau sewaktu-waktu yang menyatakan 

kondisi Kapal Patroli selain laik operasi atau laik operasi 

dengan catatan; 

b. adanya ten1uan kerusakan saat pemeliharaan Kapal Patroli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

c. adanya temuan kerusakan saat pemeriksaan penentuan 

kesiapan Kapal Patroli; 

d. adanya temuan kerusakan saat pemeriksaan Kapal Patroli 

sebelum pelaksanaan Patroli Laut oleh Komandan Patroli 

bersa1na Nakhoda Kapal Patroli; 

e. adanya temuan kerusakan saat pengoperasian Kapal 

Patroli; dan/ atau 

f. laporan mengenai kondisi Kapal Patroli saat pengakhiran 

pelaksanaan Patroli Laut. 

(4) Pemeliharaan dan perbaikan Kapal Patroli sebagain1ana 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga 

sesuai pertimbangan dan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai 

pengelola Sarana Operasi. 

(5) Setelah dilakukan perbaikan kapal, Pejabat Bea dan Cukai 

pengelola Sarana Operasi dan tim sunrei dapat n1elakukan 

survei sewaktu-waktu untuk menilai kelaiklautan Kapal 

Patroli. 

Pasal 29 

(1) Petunjuk pemeliharaan Kapal Patroli diatur lebih lanjut melalui 

surat edaran Direktur Jenderal. 

(2) Untuk Sarana Operasi selain Kapal Patroli, pemeliharaan 

dilakukan sesuai dengan petunjuk perawatan Sarana Operasi 

tersebut. 

Q.' 
/ 
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BABV 

SATUAN TUGAS PATROL! IAUT 

Pasal 30 

(1) Patroli Laut dilaksanakan oleh Satuan Togas yang dipin1pin 

oleh seorang Komandan Patroli. 

(2) Satuan Tugas paling kurang berjumlah 4 (empat) orang yang 

terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang Komandan Patroli; dan 

b. 3 (tiga) orang anggota Satuan Togas. 

(3) Satuan Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

1nelaksanakan fungsi: 

a. navigasi; 

b. teknik; dan 

c. pemeriksaan. 

(4) Fungsi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

n1eliputi: 

a. menggerakkan Kapal Patroli dari satu titik ke titik yang lain 

dengan aman, lancar, dan menghindari bahaya/rintangan 

pelayaran dalam pelaksanaan tujuan patroli dan/ at.au 

tugas lainnya ; dan 

b. melakukan kegiatan terkait telekomunikasi. 

(5) Fungsi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

meliputi: 

a . mengoperasikan pergerakan mekanis Kapal Patroli; dan 

b. melakukan perawatan instalasi mekanis dan instalasi listrik 

pada Kapal Patroli. 

(6) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c meliputi: 

a. melaksanakan tugas terkait operasi; dan 

b . pemeriksaan dalam rangka pencegahan dan penindakan 

dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta peraturan 

perundang-undangan lain. 
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(7) Struktur komanclo Satuan Tugas sebagaimana tercantum 

dalam Lampi.ran huruf D yang merupakan bagian ticlak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(8) Satuan Togas melaksanakan tugas pokok yang dilaksanakan 

selama pelaksanaan Patroli Laut sebagaimana tertuang dalam 

tugas Satuan Tugas. 

(9) K01nandan Patroli, Nakhoda Kapal Patroli dan kepala kamar 

mesin memiliki wewenang sebagaimana tertuang dalam 

wewenang Satuan Togas. 

( 10) Rincian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksucl pada ayat 

(8) clan rincian wewenang Satuan Togas sebagaimana 

climaksud pada ayat (9) sesuai ketentu~ terkait urusan clinas 

dalam. 

(11} Dalam hal diperlukan, Komanclan Patroli dapat 

memerintahkan Satuan Tugas yang melaksanakan fungsi 

navigasi clan/ atau fungsi teknik untuk membantu 

melaksanakan fungsi pemeriksaan. 

Pasal 31 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas 

han1s memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana 

tercantu1n dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. 

(2) Dalam hal tidak tersedia personil Satuan Togas sesuai dengan 

kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksucl dalam ayat 

(1). penanggungjawab operasi clapat menunjuk Pejabat Bea dan 

Cukai yang tersedia. 

(3) Penunjukan Pejabat Bea dan Cukai yang tersedia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk Kapal P_atroli kelas I san1pai 

dengan kelas IV han1s n1emenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan 

Patroli harus memiliki pangkat paling rendah pengatur 

dengan golongan Il.c serta memiliki kualifikasi sebagai 

teknis pemeriksa; 

b. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Nakhoda 

Kapal Patroli dan/ atau kepala kamar mesin harus memiliki 

pangkat paling rendah pengatur dengan golongan II.c serta 

telah melalui sertifikasi di bidang pelayaran; 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai wakil 

Komandan Patroli harus memiliki pangkat paling rendah 

pengatur muda tingkat I dengan golongan II. b serta telah 

memiliki kualifikasi sebagai teknis pemeriksa; dan/ atau 

d. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunJuk sebagai anggota 

Satuan Togas selain sebagai Komandan Patroli, Nakhoda 

Ka pal Patroli, kepala kamar mesin dan/ a tau wakil 

Komandan Patroli sesuai dengan Pejabat Bea dan Cukai 

yang tesedia. 

(4) Penunjukan Pejabat Bea dan Cukai yang tersedia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk Kapal Patroli kelas V san1pai 

dengan kelas VI hams memenuhi ketentuan sebagai be1ikut: 

a. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Komandan 

Patroli harus memiliki pangkat paling rendal1 pengatur 

dengan golongan Il.c serta telah memiliki kualifikasi teknis 

pemeriksa; dan/ a tau 

b. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai Nakhoda 

Kapal Patroli harus telah mengikuti pendidikan dan/atau 

pelatihan yang terkait dengan pelayaran. 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagai anggota 

Satuan Togas selain sebagai Komandan Patroli dan 

Nakhoda Kapal Patroli sesuai dengan Pejabat Bea dan 

Cukai yang terseclia. 
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Pasal 32 

(1) Dalam hal pada pelaksanaan Patroli Laut 1nemerlukan 

bantuan dari pihak di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

penanggungjawab operasi dapat menyertakan pihak lain 

sebagai anggota Satuan Togas pada pelaksanaan Patroli Laut. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a . aparat penegak hukum; 

b. anggota Tentara Nasional Indonesia 

c. aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga lain; 

d . Pegawai Pemerintah Non Pegawai Nege1i (PPNPN); 

e. informan; 

f. wartawan/pekerja media; dan/atau 

g. pihak lain yang dianggap perlu. 

(3) Pihak lain yang diikutsertakan pada pelaksanaan Patroli Laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalan1 Surat 

Perintah. 

BAB VI 

PERSIAPAN PATROLI LAUT 

Pasal 33 

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang membidangi pengelolaan Sarana 

Operasi memeriksa dan menentukan kesiapan Kapal Patroli 

sebelum pelaksanaan Patroli Laut. 

(2) Pemeriksaan kesiapan Kapal Patroli sebagai.lnana din1aksud 

pada ayat (1), paling sedikit dilakukan dengan memeriksa dan 

n1emastikan: 

a. ketersediaan dan kesiapan Awak Kapal Patroli yang 

melaksanakan fungsi navigasi dan teknik; 

b . kondisi Kapal Patroli masih laik operasi atau la ik operasi 

dengan catatan; 

c. ketersedian kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan 

Patroli Laut berupa jumal dek, jumal mesin, jurnal radio, 

dan formulir lain; 

d . ketersediaan perbekalan dan perlengkapan Patroli Laut; da..11. 

~· 7 
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e. ketersediaan dan kesiapan senjata api dinas. 

(3) Pe1neriksaan kondisi Kapal Patroli masih laik operasi atau laik 

operasi dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 

n1embidangi Sarana Operasi melalui persiapan dan pengujian. 

fungsi terhadap: 

a. alat/perlengkapan keselamatan di laut; 

b. mesin induk. mesin bantu dan/atau listrik kapal; 

c. sistem kemudi manual, kemudi darurat dan ken1udi 

otomatis untuk Kapal Patroli yang telah dilengkapi dengan 

kemudi otomatis; 

ct. alat bantuan penginderaan seperti radar, Global Positioning 

System (GPS), dan echo sounder; 

e. sarana radio komunikasi; dan 

f. peralatan yang mendukung komando dan pengendalian 

untuk Kapal Patroli yang telah ~ilengkapi peralatan 

pendukung komando dan pengendalian. 

(4) Hasil pemeriksaan kesiapan Kapal Patroli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam fom1ulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

(5) Bentuk dan contoh format jumal dek, jumal mesin dan jumal 

radio sebagaimana din1aksud pada ayat (2) huruf c 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

Pasal 34 

(1) Pengendali operasi, pengendali taktis, Nakhoda Kapal Patroli, 

dan/ atau Komandan Patroli memberikan pengarahan 

langsung secara lisan n1engenai sasaran patroli dan petunjuk 

lain kepada Satuan Tugas dan Pejabat Bea dan Cukai lain yang 

terkait sebelum pelaksanaan Patroli Laut. 
a· '/ 
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(2) Dalam hal pengendali operasi dan/ a tau pengendali taktis 

berhalangan untuk n1embertkan arahan langsung, arahan 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia 

atau melalui naskah dinas. 

(3) Informasi pengarahan langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dituangkan dalam l~mbar pokok-pokok 

informasi pengarahan langsung sesuai dengan contoh format 

dalam Lampiran huruf H yang n1erupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 35 

(1) Sebelum keberangkatan, Komandan Patroli bersama Nakhoda 

Kapal Patroli memeriksa kesiapan Kapal Patroli, kelengkapan 

administrasi, perbekalan, senjata api, dan Satuan Togas. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya permasalahan, 

Komandan Patroli melaporkan kepada pengendali operasi. 

(3) Atas laporan permasalahan yang disampaikan oleh Komandan 

Patroli, pengendali operasi menunda keberangkatan Kapal 

Patroli. 

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak ditemukan adanya permasalahan, Komandan Patroli 

melaporkan kesiapan keberangkatan kepada pengendali 

operasi. 

(5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat dilaksanakan oleh Komandan Pat.roli karena 

tempat kedudukan Komandan Patroli, Nakhoda Kapal Patroli 

melaksanakan pemeriksaan. 

(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam daftar pemeriksaan kesiapan patroli sesuai 

dengan contoh format dalam Lampiran huruf I yang 

meru pakan bagian. tidak terpisahkan daii Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 
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BAB VII 

PELAKSANAAN PATROL! LAUT 

Bagi.an Kesatu 

Periode Pelaporan dan Jaring Kon1unikasi 

Pasal 36 

(1) Komandan Patroli melaporkan pelaksanaan Patroli Laut 

kepada pengendali operasi melalui radio atau alat kon1unikasi 

lainnya secara periodik setiap 2 (dua) jam atau sesuai perintah 

pengendali operasi. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan patroli, penanggungjawab operasi, 

pengendali operasi, pengendali taktis dan/ atau Komandan 

Patroli dapat meminta bantuan informasi kepada Pusat 

Komando dan Pengendalian (Puskodal). 

(3) Komandan Patroli bertanggung jawab atas kelancaran dan 

kesinambungan komunikasi melalui radio atau alat 

komunikasi lainnya antar Kapal Patroli, Kapal Patroli dengan 

Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal), dan Kapal 

Patroli dengan pengendali operasi selarna masa pelaksanaan 

Patroli Laut. 

(4) Dalam hal terdapat gangguan komunikasi, Komandan Patroli 

menyampaikan laporan kepada pengendali operasi pada 

kesempatan pertama setelah dapat berkomunikasi. 

Bagian Kedua 

Penentuan Sasaran Patroli Laut 

Pasal 37 

(1) Pengendali operasi menentukan sasaran pelaksanaan Patroli 

Laut yang ditujukan terhadap Sarana Pengangkut berbendera 

Indonesia, berbendera asing, atau tanpa bendera, yang berada 

di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
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(2) Sasaran pelaksanaan Patroli Laut sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (1), dikecualikan terhadap: 

a. kapal perang; 

-b. kapal negara, yang tidak digunakan sebagai pengangkut 

barang niaga sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang pelayaran; atau 

c. Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain 

atau dinas pos. 

(3) Penentuan sasaran pelaksanaan Patroli Laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan: 

a. infonnasi dari Pusat Komando . dan Pengendalian 

(Puskodal); dan/ atau 

b. informasi lainnya berupa basil analisis intelijen, inforn1asi 

dari masyarakat, dan/ atau informasi dari penegak hukum 

lainnya; 

Pasal 38 

(1) Satuan Togas melakukan pengamatan dan analisis untuk 

1nenentukan Sarana Pengangkut yang diduga melakukan 

pelanggaran ketentuan peraturan pen1ndang-undangan di 

bidang kepabeanan dan cukai serta pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Hasil pengamatan dan analisis oleh Satuan Togas 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalain jurnal 

dek Kapal Patroli dengan isian data paling kurang berupa: 

a. jumlah dan jenis sarana pengangkut yang terdeteksi; 

b. kegiatan penghentian, pen1eriksaan, dan penegahan Sarana 

Pengangkut;dan 

c. penyegelan terhadap Sarana Pengangkut dan/ atau barai1g 

diatas Sarana Pengangkut. 
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Bagian Ketiga 

Penilaian Risiko Sarana Pengangkut 

Yang Diduga Melakukan Pelanggaran 

Pasal 39 

(1) Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis Satuan Tugas atas 

sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, 

Komandan Patroli melakukan penilaian 1isiko terhadap Sarana 

Pengangkut tersebut. 

(2) Penilaian risiko Sarana Pengangkut sebagain1ana dimaksud 

pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkatan sesuai kondisi 

yang dihadapi, yaitu: 

a. tingkat risiko I (low risk); 

b. tingkat risiko II (medium risk); 

c. tingkat risiko III (high risk); dan 

d . tingkat risiko IV (very high risk). 

(3) Gambaran kondisi pada tingkat risiko I (low risk) sebagain1ana 

dhnaksud pada ayat (2) huruf a adalah Sarana Pengangkut 

beserta awaknya yang diduga melakukan pelanggaran 

mematuhi perintah Satuan Tu.gas secara sukarela a.tau 

kooperatif berdasarkan kesadarannya sendiri. 

(4) Gambaran kondisi pada tingkat risiko II (medium risk) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah: 

a . Sarana Pengangkut beserta awaknya yang diduga 

melakukan pelanggaran bersedia menghentikan Sarana 

Pengangkut, namun patut diduga tidak kooperatif dalam 

pemeriksaan dengan melakukan tindakan : 

1. tidak m ematuhi perintah Satuan Togas; 

2. tidak bersedia dilakukan pemeriksaan; dan/ atau 

3 . memberikan infmmasi yang tidak benar dalam 

pemeriksaan awal; dan/ a tau 

b. terdapat kecurigaan yang beralasan (reasonable doubt) 

akan tetapi tidalr melakukan perlawanan fisik. 
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(5) Gambaran kondisi pada tingkat risiko III (high risk) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu~uf c adalah: 

a. kondisi di mana sarana pengangkut beserta awaknya yang 

diduga melakukan pelanggaran tidak mengikuti perintah 

Satuan Tugas, serta n1elakukan dan/ atau patut diduga 

akan melakukan perlawanan secara fisik seperti: 

1. berusaha melarikan diri; 

2. melakukan perlawanan dengan atau tanpa senjata; 

3. mendorong Satuan Togas; 

4. berusaha membebaskan diri; dan/ atau 

5. melakukan perbuatan lain yang dapat disarnakan 

dengan perbuatan tersebut; 

b. perbandingan antara jumlah orang di atas Sarana 

Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran sama 

dengan atau lebih besar dari jumlah Satuan Tugas; 

c. perbandingan antara ukuran sarana pengangkut yang 

diduga melakukan pelanggaran sama dengan atau lebih 

besar dali ukuran Kapal Patroli; 

d. kewajaran antara jenis dan ukuran dengan jumlah orang di 

atas Sarana Pengangkut yang diduga n1elakukan 

pelanggaran terse but; dan/ atau 

e. terdapat kecurigaan yang beralasan (reasonable doubt). 

(6) Gambaran kondisi pada tingkat risiko IV (very high risk) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah: 

b. kondisi di mana Sarana Pengangkut beserta awaknya yang 

diduga melakukan pelanggaran: 

1. tidak mengikuti perintah Satuan Tugas: 

2. tidak mau menghentikan Sarana Pengangkut; 

3. melakukan dan/ atau patut diduga akan n1elakukan 

perlawanan secara fisik yang men1bal1ayakan jiwa 

Satuan Togas dan Kapal Patroli, dengan : 

a) menggunakan senjata api; 

b) menggunakan senjata selain senjata api; 
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c) menggunakan alat atau benda yang dapat 

dilontarkan seperti born molotov, panah, atau zat cair 

berbahaya; dan/ atau 

d) melakukan perbuatan lain yang dapat disamakan 

dengan perbuatan melawan secara fisik yang 

membahayakan jiwa Satuan Tugas dan Kapal Patroli; 

dan/atau 

4. melakukan upaya perlawanan lain hingga melakukan 

penyanderaan; dan/ atau 

c. terdapat kecurtgaan beralasan (reasonable doubt). 

(7) Penilaian risiko atas Sarana Pengangkut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) clisesuaikan dengan perkemban.gan 

kondisi yang dihadapi. 

(8) Kecurtgaan yang beralasan (reasonable doubt) sebagaimana 

dimaksud dalam gambaran tingkat risiko II, tingkat risiko III, 

dan tingkat risiko IV merupakan bagian dari profesionalisme 

Komandan Patroli yang dapat dibuktikan argumentasinya. 

Bagian Keempat 

Penghentian Sarana Pengangkut 

Pasal 40 

(1) Satuan Togas dapat memberikan perintah penghentian 

terhadap Sarana Pengangkut yang diduga melakukan 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan dan cukai serta pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Perintah penghentian Sarana Pengangkut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan me1nberikan 

tanda atau isyarat yang dapat dilihat atau didengar berupa: 

a. isyarat tangan; 

b. mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti 

intemasional); 

c. memberikan tanda dengan lampu sorot; 
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d. membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, 

suling, dan sebagainya); 

e. memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara; 

f. menggunakan saran.a komunikasi radio intemasional 

(Channel 16 VHF); dan/atau 

g. isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum. 

Pasal 41 

Dalam hal Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran 

tidak mematuhi perintah penghentian sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 40, penilaian tingkat risiko dinaikan menjadi tingkat III (high 

risk) atau tingkat IV (very high risk). 

Pasal 42 

( 1) Pada penilaian tingkat risiko III (high risk) Satuan Tugas 

melakukan upaya penghentian dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Satuan Tugas tetap mengulangi perintah berhenti selama 

proses penghentian Sarana Pengangkut; 

b. dalam hal perintah berhenti tidak dipatuhi oleh Sarana 

Pengangkut yang diduga 1nelakukan pelanggaran, maka 

dilakukan penghentian dengan penggunaan alat bantu 

seperti: 

1. gas air mata; 

2. senapan dengan peluru karet; 

3. vessel arrest; dan/ atau 

4 . alat bantu lain, 

yang dapat melumpuhkan awak dan/ atau Sarana 

Pengangkut; 

(2) Dalam hal prosedur pada ayat ( 1) tidak dapat menghentikan 

Sarana Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, 

Komandan Patroli dapat memerintahkan penggunaan senjata 

api atas izin drui pengendali operasi. 
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(3) Tata cara penggunaan senjata api untuk penghentian Sarana 

Pengangkut yang diduga melakukan · pelanggaran adalah 

sebagai be1ikut: 

a. Satuan Togas membe1ikan tembakan pertngatan paling 

sedikit 3 (tiga) kali ke arah yang aman; 

b. dalam hal tembakan pertngatan ke ~-ah yang aman tidak 

dipatuhi oleh Sarana Pengangkut yang cliduga melakukan 

pelanggaran, maka Satuan Tugas dapat melakukan 

rangkaian tembakan peringatan satu garis ke arah air di 

depan haluan Sarana Pengangkut; 

c. dalam hal tembakan pertngatan ke arah air di depan haluan 

Sarana Pengangkut tidak dipatuhi oleh Sarana Pengangkut 

yang diduga melakukan pelanggaran, Satuan Togas dapat 

melakukan tembakan pertngatan ke arah bagian dari 

Sarana Pengangkut yang dapat menghentikan laju Sarana 

Pengangkut; 

d . tembakan pertngatan tidak perlu dilakukan dalam hal 

te1jadi keadaan mendesak atau menghadapi bahaya yang 

mengancam keselan1atan jiwa Satuan Tugas dan/ atau 

Kapal Patroli, dan tembakan peringatan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan; 

e. dalam hal: 

1. Sarana Pengangkut akan melarikan dirt; 

2. Sarana Pengangkut melakukan tindakan yang 

membahayakan keselamatan Satuan Tugas dan/ atau 

Kapal Patroli; 

3. terjadi gangguan komunikasi; atau. 

4. keadaan mendesak lainnya, 

penggunaan senjata api dapat dilakukan tanpa izin dart 

pengendali operasi terlebih dahulu. 

(4) Dalam hal prosedur penggunaan senjata api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menghentikan Sarana 

Pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran, Komandan 

Patroli dapat memerintahkan Satuan Togas untuk n1elakukan 

~ 
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sandar paksa (dropping) berdasarkan persetujuan dari 

pengendali operasi atau persetujuan pada saat pengarahan 

langsung dart pengendali operasi. 

(5) Dalam hal terjadi kondisi mendesak atau berdasarkan 

pertin1bangan bahwa persetujuan dari penegendali operasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilnintakan, 

Komandan Patroli dapat langsung meme1intahkan Satuan 

Togas untuk melakukan sandar paksa (dropping) dan 

kemudian segera melaporkan kepada pengendali operasi pada 

kesempatan pertama. 

(6) Dalam hal Sarana Pengangkut tidak dapat berhenti karena 

kendala di luar kemampuannya. Komandan Patroli 

memberitahukan arah dan kecepatan yang aman untuk 

melakukan kegiatan sandar. 

Pasal 43 

Pada penilaian tingkat risiko IV (very high risk), Satuan Tugas 

melakukan upaya penghentian dengan melumpuhkan awak Sarana 

Pengangkut dan/ atau Sarana Pengangkut yang membahayakan 

keselamatan jiwa Satuan Togas dan/ atau Kapal Patroli dengan 

menggunakan senjata api dengan prosedur sebagaimana din1aksud 

dalam Pasal 42 ayat (3) sebelum dilakukan kegiatan sandar paksa 

(dropping) . 

Bagian Kelima 

Sandar dan Sandar Paksa 

Pasal 44 

(1) Pelaksanaan prosedur sandar dilakukan pada penilaian 

tingkat risiko I (low risk) dan tingkat risiko II (medium risk). 

(2) Sebelum pelaksanaan prosedur sandar, Komandan Patroli 

melakukan penilaian ulang tingkat risiko dan 

mempertimbangkan: 

4l" 
I 
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a. adanya ke111ungkinan awak Sarana Pengangkut yang 

dicluga melakukan pelanggaran merusak Sarana 

Pengangkut dan/atau Kapal Patroli; 

b. jumlah anggota Satuan Togas; 

c. keaniananan area perpindahan; 

ct. keselamatan anggota Satuan Tugas yang akan melakukan 

pengamanan dan pemeriksaan; 

e. perlawanan atau kemungkinan perlawanan awak Sarana 

Pengangkut yang cliduga melakukan pelanggaran; 

f. jenis dan muatan Sarana Pengangkut; 

g. kondisi alam dan cuaca; ·aan 

h. hal lain-untuk n1endukung kelancaran proses sandar. 

(3) Dalan1 hal pada hasil penilaian ulang disimpulkan tingkat 

risiko keadaan masih dalam tingkat risiko I (low rislc) dan 

tingkat risiko II (medium risk), Komandan Pat roli 

me1nerintahkan Satuan Togas untuk melaksanakan prosedur 

sandar dengan penyandaran langsung Kapal Patroli pada 

Sarana Pengangkut yang diduga melaku~an pelanggaran a tau 

dengan menggunakan peral1u karet (rubber boat). sea rider, 

sekoci atau sarana lainnya. 

Pasal 45 

(1) Pelaksanaan prosedur sandar paksa (dropping) dilakukan pacta 

tingkat risiko III (high rislc) dan tingkat risiko IV (very high risk). 

(2) Pelaksanaan prosedur sandar paksa dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. seluruh anggota Satuan Tugas telah pada posisi siaga; 

b. dalan1 hal Kapal Patroli dilengkapi n1eriam air (water 

cannon) yang daJan1 kondisi baik, meriam air disiagakan 

untuk siap dioperasikan; 

c. dapra-dapra telah terpasang di sisi lambung sandar dan 

dapra-dapra hidup telah siaga di titik rawan benluran; 
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d. dilakukan pengainanan pada tali. tambat dan titik 

perpindahan; 

e. pelaksanaan perpindahan dilakukan sesegera mungkin; 

f. pengamanan Sarana Pengangkut paling kurang dilakukan 

pada anjungan dan rnang mesin Sarana Pengangkut pada 

kesempatan pertama; dan/ a.tau 

g. Setelah awak Sarana Pengangkut dapat dilumpuhkan, 

segera mengumpulkan awak sarana pengangkut dan a.lat 

komunikasi di satu tempat yang a.man. 

(3) Setelah prosedur sandar paksa dilaksanakan, Komandan 

Patroli melaksanakan prosedur sandar sebagaimana dimaksud 

<la.lam Pasal 44. 

Bagian Keenam 

Pengejaran Sarana Pengangkut 

secara terus menerns (hot pursuit) 

Pasal 46 

(1) Dalam hal prosedur sandar dan sandar paksa tidak dapat 

dilakukan dan Sarana Pengangkut tidak n1ematuhi pe1intah 

penghentian, Satuan Togas dapat melakukan pengejaran 

Sarana Pengangkut secara terns menerns (hot pursuit). 

(2) Pengejaran Sarana Pengangkut secara terns menerus (hot 

pursuit) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan di: 

a. wilayah patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; dan/ 

a.tau 

b. luar Daerah Pabean hingga sebelum memasuki perairan 

teritorial negara lain. 

(3) Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus 

menen1s (hot pursuit) dilaksanakan di dalam Daera.11. Pa.bean, 

pengejai·an <la.pat dilakukan hingga 111elewaU tempat 

penugasan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah. 
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(4) Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus 

n1enerus (hot pursuit) dilaksanakan hingga ke luar Daerah 

Pabean, Komandan Patroli segera melaporkan kepada 

pengendali operasi pada kesempatan pertan1a. 

Pasal 47 

(1) Pengejaran Sarana Pengangkut secara terus n1enerus (hot 

pursuit) juga dapat dilaksanakan berdasarkan infom1asi dari 

Pejabat Bea dan Cukai dart Kantor Bea dan Cukai lain terhadap 

dugaan terjadinya pelanggaran. 

(2) Pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus (hot 

pursuit) yang dilaksanakan berdasarkan informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan 

tan pa adanya deteksi optik visual dan/ atau penginderaan 

secara langsung. 

(3) Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus 

menerus (hot pursuit) yang dilaksanakan tanpa adanya deteksi 

optik visual atau penginderaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berhasil menemukan Sarana Pengangkut yang 

dimaksud, Satuan Togas melaksanakan prosedur penilaian 

tingkat risiko, penghentian, sandar dan/atau sandar paksa . 

Pasal 48 

Dalam hal pengejaran Sarana Pengangkut secara terus menerus 

(hot pursuit) berlanjut hingga ke daratan di dalam Daerah Pabean, 

maka dilaksanakan tindak lanjut sesuai tata. laksana pengawasan 

di bidang kepabeanan dan cukai. 

Pasal 49 

( 1) Pengej aran secara terus menerus (hot pursuit) dihentikan: 

a. berdasarkan perintah pengendali operasi; 

b. berdasarkan pertimbangan teknis operasi oleh K01nandan 

Patroli; dan/ atau 
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c. Sarana Pengangkut telah men1asuki perairan teritorial 

negara lain. 

(4) Pengendali operasi dan/atau Komandan Patroli dapat 

1nenginformasikan penghentian pengejaran secara terus 

111enerus (hot pursuit) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai 

terkait. 

Bagian Ketujuh 

Pemeriksaan sarana pengangkut 

Pasal 50 

(1) Terhadap Sarana Pengangkut yang telah diberhentikan, 

Satuan Tugas melakukan pemeriksaan terhadap Sarana 

Pengangkut dan/ a.tau ha.rang di atasnya dalam rangka mencari 

dan menemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan 

pen1ndang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai 

serta pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

(2) Pemeriksaan terhadap Sarana Pengangkut dan/atau barang di 

atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di 

tempat penghentian Sarana Pengangkut. 

(3) Dalam hal pemeriksaan Sarana Pengangkut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di tempat 

penghentian, Komandan Pa.troll memerintahkan Sarana 

Pengangkut untuk menuju ke Kantor Bea dan Cukai terdekat, 

Kantor Bea dan Cukai ten1pat kedudukan pengendali operasi, 

atau ke tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

(4) Dalam hal perintah untuk menuju tempat pen1e1iksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .tidak dipenuhi oleh 

Sarana Pengangkut, Komandan Patroli dapat melakukan 

upaya lain untuk <la.pat dipenuhinya perintah dilnaks ud. 
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Pasal 51 

(1) Prosedur pemeriksaan Sarana Pengangkut dilaksanakan 

sesuai penilaian tingkat risiko yang dihadapi. 

(2) Untuk pemeriksaan Sarana Pengangkut pada tingkat risiko I 

(low risk) dan tingkat risiko II (medium risk), Satuan Tugas 

n1enemui nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk 

melakukan tahapan pengenalan diri dengan cara sebagai 

berikut: 

a. menunjukan identitas diri sebagai Pejabat Bea dan Cukai 

dan Surat Perintah; 

b. menyampaikan tujuan penghentian dan pemeriksaan 

Sarana Pengangkut; dan 

c. menanyakan adanya kemungkinan pembawaan senjata di 

atas Sarana Pengangkut. 

(3) Untuk pemeriksaan Sarana Pengangkut pada tingkat risiko III 

(high risk) dan tingkat risiko IV (very high risk), tahapan 

pengenalan cliri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan setelah melakukan tahapan pengamanan. 

(4) Taha.pan pengamanan sebagain1ana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan oleh Satuan Togas dengan: 

a. mengamankan Sarana Pengangkut paling kurang pada 

anjungan dan ruang mesin Sarana Pengangkut; 

b. melakukan pemeriksaan badan terhadap awak Sarana 

Pengangkut dan/ atau orang diatas Sarana Pengangkut; dan 

c. mengumpulkan awak Sarana Pengangkut pada satu te111pat 

yang a.man dan dapat diawasi. 

(5) Dalam hal terdapat senjata di atas Sarana Pengangkut, Satuan 

Tugas dapat mengamankan senjata tersebut. 

(6) Setelah dilakukan tahapan pengenalan diri dan pengamanan, 

Satuan Tugas n1eminta nakhoda Sarana Pengangkut atau 

kuasanya untuk mengisi dan menandatangani surat 

pemyataan mematuhi pemeriksaan (statement of complying). 
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(7) Setelah nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya n1engisi 

dan menandatangani surat pemyataan sebagain1ana 

di1naksud pada ayat (6), Satuan Tugas 1nelaksanakan 

pemeriksaan Sarana Pengangkut, awak Sarana Pengangkut, 

dan/ atau barang di atasnya yang n1eliputi: 

a. identitas nakhoda Sarana Pengangkut, awak Sarana 

Pengangkut, dan/ atau orang diatas Sarana Pengangkut 

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). paspor, buku pelaut 

atau dokumen lainnya yang dapat menunjukan identitas 

dan pergerakan orang; 

b. dokumen terkait Sarana Pengangkut meliputi surat 

persetujuan berlayar, dokumen kepabeanan, dokumen 

karantina dari negara lain, voyage memo, logbook. dan 

dokumen lainnya; 

c. dokumen terkait muatan meliputi manifes, packing list, 

cargo list, tally sheet, cargo/bay plan, dan dokun1en 

lainnya; 

d. dokumen terkait daftar penumpang (passenge1· list); 

e. data terkait navigasi atau pegerakan Sarana Pengangkut; 

f. barang muatan; 

g. ha.rang bawaan awak Sarana Pengangkut dan/ atau 

barang penumpang; 

h. bagian atau ruangan pada Sarana Pengangkut; 

i. badan awak Sarana Pengangkut dan/ atau badan 

penumpang; dan/atau 

j. badan orang yang berada di atas Sarana Pengangkut, yang 

baru saja turun dari Sarana Pengangkut, atau yang siap 

naik ke Sarana Pengangkut. 

(8) Saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

Satuan Tugas didampingi oleh nakhoda Sarana Pengangkut, 

awak Sarana Pengangkut, dan/ a tau pemilik barang atau 

kuasanya. 
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(9) Dalan1 hal diperlukan, Satuan Togas dapat memerintahkan 

nakhoda Sarana Pengangkut, awak Sarana Pengangkut 

dan/ atau pemilik barang atau kuasanya untuk n1embuka 

Sarana Pengangkut, bagian dart Sarana Pengangkut. dan/ atau 

kemasan barang di atasnya. 

( 10) Dalam hal pe1intah membuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) tidak dipenuhi, Satuan Togas dapat men1buka sendiri 

Sarana Pengangkut, bagian dart Sarana Pengangkut, dan/atau 

kemasan barang di atasnya. 

{ 11) Setelah dilakukan pemeriksaan, Satuan Togas meminta 

nakhoda Sarana Pengangkut untuk mengisi dan 

menandatangani surat pemyataan kegiatan pemeriksaan 

(declaration of inspection). 

(12) Dalam hal nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya 

menolak mengisi dan menandatangani surat pen1yataan 

mematuhi pemeriksaan (statement of complying) dan/atau 

surat pemyataan kegiatan pemeriksaan (declaration of 

inspection), Satuan Togas tetap melaksanakan pen1ertksaan 

dan Komandan Patroli menuangkannya dalam be1ita acara 

penolakan penandatanganan. 

( 13) Bentuk, contoh format, dan tata cara pengisian surat 

pemyataan mematuhl pemeriksaan (statement of complying) 

dan surat pernyataan kegiatan pemeriksaan ( declaration of 

inspection) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 52 

( 1) Dalam hal basil pemeriksaan Sarana ~engangkut dan/ a tau 

barang di atasnya sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 50 tidak 

ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan/ a tau cukai serta pelanggaran ketentuan peraturan 
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perundang-undangan lainnya, Koniandan Patroli 

111emperbolehkan Sarana Pengangkut untuk meneruskan 

perjalanannya. 

(2) Dalam hal hasil pen1eriksaan Sarana Pengangkut dan/ atau 

barang di atasnya sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 50 

ditemukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai 

serta pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya, Satuan Tugas 1nelakukan kegiatan penindakan lebih 

lanjut. 

(3) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), Komandan Patroli 

memerintahkan Satuan Togas untuk melakukan pengamanan 

terhadap: 

a. awak Sarana Pengangkut, penumpang dan/ atau orang di 

atas Sarana Pengangkut dengan cara: 

1. mengumpulkan awak Sarana Pengangkut, penumpang 

dan/ a tau orang ke bagian atau ruangan pada Sarana 

Pengangkut yang paling mudah diawasi; dan/ atau 

2 . awak Sarana Pengangkut, penumpang dan/ atau orang 

dipindahkan ke Kapal Patroli setelah dipastikan tidak 

1nembahayakan Satuan Togas dan Kapal Patroli; 

b. seluruh alat komunikasi dalam rangka membatasi akses 

komunikasi awak Sarana Pengangkut, baik antara awak 

Sarana Pengangkut itu sendiri maupun dengan pihak di 

luar Sarana Penangkut; 

c. anjungan dan/ atau peralatan terkait navigasi kapal; 

d. kamar 1nesin; 

e. seluruh dokun1en terkait Sarana Pengangkut dan muatan; 

dan 

f. barang di atas Sarana Pengangkut. 

(4) Satuan Tugas mengamankan barang hasil penindakan dari 

Sarana Pengangkut di ruangan yang aman dan bebas dari 

orang yang tidak berkepentingan dan melakukan penyegelan. 

<3' 
./ 
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(5) Hasil pemeriksaan Sarana Pengangkut dan/ atau barang di 

atasnya dituangkan dalam berita acara. 

(6) Bentuk dan tata cara pengisian berita acara sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan tatalaksana 

pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Bagian Kedelapan 

Penegahan dan Penyegela!l 

Pasal 53 

Terhadap Sarana Pengangkut yang ditemukan dugaan pelanggaran 

di bidang kepabeanan dan/ atau cukai dan/ atau pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan lain sebagain1ana 

dimaksud dalam Pasal 50, Satuan Togas melakukan penindakan 

lebih lanjut berupa: 

a. penegahan Sarana Pengangkut dan barang diatasnya; dan/ a tau 

b . penyegelan terhadap Sarana Pengangkut, barang diatasnya. 

dan/ atau barang hasil penindakan. 

Pasal 54 

( l} Penegahan terhadap Sarana Pengangkut dan/ atau barang di 

atasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, 

dilaksanakan dengan mencegah keberangkatan Sarana 

Pengangkut dan/ atau barang di atasnya. 

(2) Penegahan Sarana Pengangkut dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

pengawasan bidang kepabeanan dan/ atau cukai. 

(3) Terhadap Sarana Pengangkut dan/ atau barang di atasnya 

yang dilakukan penegahan, Komandan Patroli memerintahkan: 

a. kepada nakhoda Sarana Pengangkut atau awak Sarana 

Pengangkut untuk membawa Sarana Pengangkut dan/ a tau 

barang di atasnya ke Kantor Bea dan Cukai terdekat, 

Kantor Bea dan Cukai yang paling mudah dijangkau, 
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Kantor Bea dan Cukai tempat kedudukan pengendali 

operasi, atau Kantor Bea dan Cukai lainnya; dan/ a tau 

b. kepada Satuan Togas untuk membawa Sarana 

Pengangkut, barang di atasnya dan/atau barang hasil 

penindakan ke Kantor Bea dan Cukai terdekat, Kantor Bea 

dan Cukai yang paling mudah dijangkau, Kantor Bea dan 

Cukai tempat kedudukan pengendali operasi, atau Kantor 

Bea dan Cukai lainnya. 

(4) Terhadap Sarana Pengangkut yang diperintahkan untuk 

dibawa ke Kantor Bea dan Cukai, Satuan Togas melakukan 

pengainanan dengan cara: 

a. menyegel badan kapal, anjungan dan/ atau tempat lainnya 

yang dapat dilihat; 

b. mengawal Sarana Pengangkut dengan Kapal Patroli; 

c. menempatkan anggota Satuan Tugas pada Sarana 

Pengangkut; 

d. menarik atau menggandeng Sarana Pengangkut dengan 

Kapal Patroli; dan/ atau 

e. melakukan upaya lain untuk memastikan Sarana 

Pengangkut tiba di Kai1tor Bea dan Cukai tujuan. 

(5) Terhadap barang hasil penindakan yang ditegah untuk dibawa 

ke Kantor Bea dan Cukai, Satuan Tugas melakukan 

pengamanan dengan cara: 

a. menyegel dan mengamankan barang hasil penindakru.1 di 

Sarana Pengangkut; 

b. mengangkut menggunakan Kapal Patroli; dan/atau 

c. melakukan upaya lain untuk memastikan bai·ang hasil 

penindakan tiba di Kantor Bea dan Cukai tujuan. 

(6) Kegiatan penegahan terhadap Sarana ~engangkut dan/atau 

barang di atasnya dituangkan dalam berita acara. 

(7) Bentuk dan tata cara pengisian berita acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan tata laksana 

pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. 
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Pasal 55 

(1) Penyegelan terhadap Sarana Pengangkut, barang di atasnya, 

dan/ atau barang hasil penindakan sebagaimana din1aksud 

dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan dengan cara mengunci, 

menyegel, dan/ atau melekatkan tanda pengaman yang 

diperlukan terhadap Sarana Pengangkut dan/atau barang 

yang diduga terkait pelanggaran. 

(2) Penguncian, penyegelan dan/ atau pelekatan tanda pengaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: 

a. tutup palka dan/ atau pin tu menu ju palka untuk barang 

yang disimpan di dalam palka; 

b. tutup tangki, keran, dan/ atau selang pemasukan atau 

selang pengeluaran untuk barang cair atau gas; 

c. barang yang tidak memiliki tempat penyimpanan 

tersendiri; dan/ atau 

d. tempat atau barang lain yang dianggap perlu. 

(3) Kegiatan penyegelan Sarana Pengangkut dan/ atau barang di 

atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam berita acara. 

(4) Bentuk dan tata cara pengisian berita acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan tata laksana 

pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Pasal 56 

(1) Selain dalam rangka penindakan lebih lanjut. penyegelan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dilakukan dalam 

rangka: 

a . penjagaan, pengawasan, atau pengawalan yang tidak 

dimungkinkan dilakukan secara · terus-menen1s oleh 

Pejabat Bea dan Cukai terhadap Sarana Pengangkut 

dan/ atau barang di atasnya yang belum diselesaikan 

kewajiban pabeannya; dan/ atau 

4' I' 
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b. diperlukan guna kepentingan pengamanan hak-hak 

keuangan negara. 

(2) Penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. menyegel muatan pada Sarana Pengangkut atau ie1npat 

pada Sarana Pengangkut yang dianggap perlu; 

b. mengambil foto manifes kapal dan surat atau dokumen 

terkait pengangkutan dan/atau awak Sarana Pengangkut; 

dan 

c. mengambil foto kegiatan penyegelan; 

(3) Satuan Togas yang melakukan penyegelan menyampaikan. 

berita/infom1asi terkait penyegelan pada_ kesempatan pe1iama 

melalui saluran komunikasi kepada: 

a . Kepala Kantor Bea dan Cukai tujuan dalam bentuk formulir 

berita; 

b. pengendali operasi; dan 

c. Direktur. 

(4) Kegiatan penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih 

lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalan1 

berita acara. 

(5) Bentuk dan tata cara pengisian berita acara sebagai1nana 

dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan tata laksana 

pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Pasal 57 

(1) Atas berita/informasi terkait pelaksanaan penyegelan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Kepala Kan.tor 

Bea dan Cukai tujuan menindaklanjuti dengan mengawasi 

kegiatan pembongkaran barang. 

(2) Pengawasan kegiatan pembongkaran barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. memeriksa jumlah dan kondisi segel; 

b. membuka segel dan menuangkan kegiatan tersebut ke 

dalam berita acara; 
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c. n1engawasi kegiatan pembongkaran; dan 

d. mendokumentasikan proses pembongkaran. 

(3) Hasil kegiatan pengawasan pem~ongkaran barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan 

Cukai tujuan menyampaikan ke Kantor Bea dan Cukai ten1pat 

kedudukan pengendali operasi dengan tembusan Direktur. 

Pasal 58 

Penyerahan hasil penindakan dan tindak lanjut penanganan 

perkara atas Sarana Pengangkut dan/ atau barang diatasnya yang 

dilakukan penegahan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan tata laksana 

pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Bagian Kesembilan 

Penyelamatan, Pengamanan, dan Perilbelaan Diri 

Pasal 59 

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat saat pelaksanaan Patroli 

Laut, Komandan Patroli memberikan perintah kepada Satuan 

Togas untuk melakukan penyelamatan. 

(2) Perintah untuk melakukan penyelamatan sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan atau 

n1asukan dari N akhoda Ka pal Patroli. 

(3) Penyelamatan dilakukan dengan mengutamakan keselan1atan: 

a. Satuan Togas; 

b. Kapa! Patroli; 

c. senjata api; 

d. awak Sarana Pengangkut yang ditegah; 

e. Sarana Pengangkut yang ditegah beserta barang di 

atasnya; dan/ atau 

f. dokun1en terkait dengan Kapa! Patroli dan/ atau Sarana 

Pengangkut yang ditegah beserta barang di atasnya. 

4; 
I 
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(4) Keadaaan darurat sebagaimana di1naksud pada ayat (1) 

merupakan keadaan climana Kapal Patroli atau Sarana 

Pengangkut yang ditegah mengalami: 

a. kerusakan; 

b. kebocoran; 

c. kebakaran; dan/ atau 

d. keadaan darurat lainnya. 

(5) Dalain hal Sarana Pengangkut yai1g ditegah tenggelam karena 

suatu keadaan darurat, Satuan Togas: 

a. n1enyela111atkan awak Sarana Pengangkut yang ditegah; 

b. menyelan1atkan dokumen terkait Sarana Pengangkut; 

c. mengambil sampel barang muatan, sedapat mungkin 

merupakan muatan yang diduga melanggar ketentuan 

dengan jumlah yang cukup; 

d. mengambil dokumentasi saat Sarana Pengangkut yang 

ditegah tenggelam; dan/ atau 

e. menyebarkan informasi koordinat tenggelamnya Sarana 

Pengangkut yang ditegah. 

(6) Untuk perintah penyelamatan berupa meninggalkan Kapal 

Patroli, Nakhoda Kapal Patroli memberikan isyarat untuk 

meninggalkan kapal (abandon ship). 

(7) Dalam hal Komandan Patroli dalam kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk memberikan perintah penyelan1atan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). p~rintah penyelamatan 

disampaikan oleh perwira dengan hierarki tertinggi yang 

berada di Kapal Patroli berdasarkan Surat Pe1intah. 

(8) Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah perwira 

yang melaksanakan fungsi navigasi yang diantaranya Nakhoda 

Kapal Patroli, mualim I, mualim II, dan mualim III. 

Pasal 60 

Peran dan tugas Awak Kapal Pa troli dalam mengh adapi 

keadaan darura t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

dilaksanakan sesuai ketentuan terkait urusan dinas da lam. 
(j, 

f 
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Pasal 61 

(1) Dalam hal saat pelaksanaan Patroli Laut anggota Satuan Togas 

mendapat ancaman atau perlawanan dari awak Sarana 

.Pengangkut atau pihak lain, Komandan Patroli dapat 

n1emerintahkan Satuan Togas untuk melakukan tindakan 

pengamanan dan/ atau pembelaan dirt sesuai tingkat ancan1an 

yang dihadapi. 

(2) Kegiatan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengutamakan keselamatan Satuan Tugas 

dan Kapal Patroli. 

(3) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) 

dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan kondisi dala1n 

melakukan upaya penindakan. 

(4) Tindal{an pengamanan dan/atau pembelaan diri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan 

n1enggunakan senjata api dan/ atau peralatan keamanan 

lainnya. 

(5) Jenis dan tata cara penggunaan senjata api dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai senjata api di lingkungan Direktorat 

J enderal Bea dan Cukai. 

Pasal 62 

Komandan Patroli melaporkan secara lisan pada kesen1patan 

pertama dan membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Bea 

dan Cukai yang menerbitkan Surat Perintah atas pelaksanaan: 

a. penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ; dan 

b. pengamanan dan/ atau pembelaan dirt sebagaimana din1aksud 

dalam Pasal 61 . 
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Bagian Kesepuluh 

Ketentuan Pelayaran Kapal Patroli 

Pasal 63 

Pelayaran Kapal Patroli dilaksanakan sesuai ketentuan terkait 

urusan dinas dalam. 

BAB VIII 

PENGAKHIRAN PATROL! LAUT DAN PELAPORAN 

Pasal 64 

(1) Kegiatan Patroli Laut berakhir jika: 

a. Surat Perintah telah habis masa berlakunya; atau 

b. terdapat perintah dart pengendali operasi atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk 1nengakhiri 

pelaksanaan Patroli Laut. 

(2) Apabila masa berlaku Surat Perintah akan berakhir nan1un 

Patroli Laut masih diperlukan, pengendali operasi dapat 

memperpanjang waktu pelaksanaan Patroli Laut. 

(3) Perpanjangan waktu pelaksanaan Patroli Laut sebagainiana 

dimaksud pada ayat (2). dilakukan dengan menerbitkan Surat 

Perintah perpanjangan waktu pelaksanaan Patroli Laut dan 

menyampaikan Surat Perintah perpanjangan waktu 

pelaksanaan Patroli Laut tersebut kepada Satuan Tugas. 

(4) Setelah berakhirnya pelaksanaan Patroli Laut, Kon1andan 

Patroli dan Nakhoda Kapal Patroli menyampaikan laporan 

tertulis kepada: 

a. pengendali operasi mengenai pelaksal}aan Patroli Laut; dan 

b. Pejabat Bea dan Cukai pengelola Sarana Operasi mengenai 

pengoperasian, perawatan, perbaikan dan kondisi Kapal 

Patroli. 

a: 
I 
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(5) Komandan Patroli menyan1paikan laporan tertulis 

sebagaimana din1aksud pada ayat (4) kepada Pejabat Bea dan 

Cukai yang menerbitkan Surat Perintah melalui pengendali 

operasi. 

(6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). disusun 

sesuai contoh format laporan sebagaimana tercantun1 pada 

Lampiran huruf K yang n1en1pakan bagian tidak terpisahkan 

dart Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(7) Atas laporan tertulis dari komandan patroli sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (4), Penanggungjawab Operasi, Pengendali 

Operasi, dan/ atau Pengendali Taktis melaksanakan kegiatan 

evaluasi secara lisan dan/ atau tertulis. 

Pasal 65 

(1) Administrasi, dokumentasi, pelaporan dan pertukaran data 

kegiatan Patroli Laut dilaksa nakan melalui sisten1 otomasi 

kegiatan pengawasan. 

(2) Dalam hal sistem otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

belum dapat diimplementasikan secara penuh, adn1inistrasi, 

dokumentasi, pelaporan dan pertukaran data dapat dilakukan 

secara manual atau melalui media elektronik. 

(3) Pertukaran data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai otoritas akses data atau informasi 

dalam rangka n1elaksanakan tugas · dan fungsi dalain 

pengawasan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

(1) Dalam rangka penyempumaan aplikasi manajemen patroli 

laut, penyiapan pemastian kelaiklautan kapal, perbaikan 

kapal, dan pemeliharaan kapal serta penyiapan kualiflkasi dan 

kompetensi Satuan Togas dilakukan pe1nberlakuan secara 

4\i; 
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bertahap terhadap ketentuan dalam Peraturan Direktur 

J enderal ini. 

(2) Pemberlakuan secara bertahap sebagaimana din1aksud ayat ( 1) 

dilaksanakan dengan tahapan: 

a . tahap I yaitu ketentuan terkait pelaksanaan Patroli Laut 

dilaksanakan sejak Peraturan Direktur Jenderal ini 

berlaku; 

b . tahap II yaitu ketentuan terkait skema Patroli Laut, se1i.a 

tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sejak aplikasi 

manajemen patroli laut telah diterapkan secara penuh 

(mandatory) atau paling lambat tanggal 1 Agustus 2021 ; 

dan 

c. tahap III yaitu ketentuan terkait sarana operasi dan 

pengelolaan sarana operasi, persiapan Patroli Laut , se1i.a 

Satuan Togas dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) 

bulan sejak Peraturan Direktur J enderal ini berlaku. 

Pasal 67 

Pada saat Peraturan Direktur J enderal ini berlaku : 

1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-

53 /BC /2010 ten.tang Tata Laksana Pengawasan: 

2. Keputusan Direktur J enderal Bea dan Cukai Non10r KEP-

58/BC/ l 997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan 

3. Instruksi Direktur Jenderal Be·a dan · Cukai Non10r INS-

15/BC/2000 tentang Pedoman Penggunaan Dan Pen1binaan 

Ka pal Patroli Direktorat J enderal Bea Dan Cukai, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Direktur J enderal ini. 

a.' 
I 
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K. CONTOH POKOK-POKOK LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PATROLI 

1. PELAKSANAAN PATROL! 

A. TUGAS POKOK 

(sesuai dengan Surat Perintah) 

B.JANGKA WAKTU OPERAS! 

(sesuai dengan Surat Perintah) 

C. WILAYAH OPERAS! 

(sesuai dengan Surat Perintah) 

D. UNSUR PELAKSANA 

(sesuai dengan Surat Pe1intah) 

E.PERSONIL 

(sesuai dengan Surat Perintah) 

F. TARGET OPERAS! 

(sesuai dengan sasaran operasi yang telah ditentukan) 

2. HASIL YANG DICAPAI 

A. HASIL OPERAS! 

• Jumlah Deteksi, Penglihatan, Pemeriksaan dan Penegahan. 

• Peta Olah Gerak Kapal (Peta Oleat). 

• Data Sarana Pengangkut yang diperiksa dan/ atau ditegah berupa nama, 

jenis, posisi, waktu pemeriksaan ijam dan tanggal)"se1i:a detail lainnya. 

• Dokumentasi Pemeriksaan dan/ atau Penegahan Sarana Pengangkut 

berupa foto, video, rekaman serta salinan berkas-berkas terkait. 

B. PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL 

• Perawatan rutin sesuai sistem pemeliharaan terencana (planned 

maintenance system). 

• Perbaikan atas kerusakan yang terjadi saat pelaksanaan patroli. 

3. CATATAN LAINNYA 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 14/BC/2020 
TENTANG 
PETUNJUK PELAI{SANAAN PATROL! LAUT 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

A. REKOMENDASI WILAYAH DAN KONDISI PERAIRAN PENUGASAN KAPAL 

PATROLI 

Wilayah Penugasan 
Kondisi Perairan 

KELAS 
sesuai World 

Keterangan 
Perairan Perairan Laut Zona 

ZEE,LK Meteorological 

Pedalaman Kepulauan Teritorial Tambahan 
dan High Organization 

Seas 

Kelas I 
Kondisi V V V V Sea Slal.e : 5 

FPB 60Alu 
Tertentu 

Kelas II Kondisi V V V V 'Sea Slate : 4 FPB 38 Alu 
Tertentu 

Kelas llI V V V V V Sea Stale: 3 FPS 28 Alu 

Kelas IV V V V V Konclisi 
Sea State : 3 FPB 28 Kayu 

Tertentu 

Kondisi VSV dan 
Kelas V V V V Tertentu X · Sea State : 2 Speedboat 

l (husus 

Kelas VI V V V 
Kondisi 

X Sea Slate: 2 Spceclboal 
Ter tentu 
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B . BAGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PATROLI 

I 

1. Skema Mandiri 

~ -- --- -- - -- - - -- ,~,.;~·;~~ KANT~•;••:i PUSKODAL 

F 
n.'_ 

I 
I ••••1·•~·-m I ··- U~::;:a1,nll& 
I ------------------------ KEPALA BIDANG/ SEKSI 

I 
I • 

UNIT INTELUEN 
l'}t~U~,,: 

KEPALA SEKSI/ SUBSEKSI 

I I - -PIMPINAN SATGAS PIMPINAN SATGAS 

I KOMANDAN PATROLI I I KOMANDAN PATROL! 

,-·-·-. -. -. -. -. - . - +. -. -. -. -. -.· - . -. -. -. -1- ' - . - . - . - . -: 
I 

SATUAN TUGAS SATUAN TUGAS , . _,, _ L ,-
PATROL! LAUT BC PATROL! LAUT BC ' ·---· -

--- : Garis Komando 
- - - - - - · : Garis Koordinasi 
- . - . - . : Jalur Komunikasi 

2. Skema Bawah Kendali Operasi (BKO) 

[ UNITINTELUEN 

PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROLI 

PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROLI I 

I 

-·· 

I j ; 
j - ·- ·- ·- ·- SATUANTUGAS i.. SATUANTUGAS ~ . 

PATROLI LAUT BC PATROLI LAUT BC 

--- : Garis Komando 
- - - - - - · : Garis Koordinasi 
- · - . - . : Jalur Komunikasi 

. 
~ 

UNIT PENANGANAN I 
PERKARA 

-. 
PIMPINAN SATGAS I 

I KOMANDAN PATROL! J 
I 

SATUANTU~ 
PATROL! LAUT BC 

UNIT PENANGANAN 
PERKARA 

- ·--1...-- ----, 
PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROLI 

SATUANTUG~ l 
PATROL! LAUT BC 

~· / 



3. Skema Terpadu 

PEJABAT PENGELOLA __________ _ _ 

SARANA OPERAS! 

·---------------------

PUSKODAL& 
SEKRETARIAT OPERAS I 

KOORDINATOR TUGAS I 
INTELIJEN 

PIMPINAN SATGAS 

I KOMANDAN PATROL! 
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PIMPINAN SATGAS 

§ MANDAN P~ROLI 

I 
I 

----------------------· 

_;J __ _ 
KOORDINATOR TUGAS 

PENANGANANPERKARA 

PIMPINAN SATGAS 

[j{~MANDAN PATROL! ] 
i ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- · ·- ·-·- ·- ·-:- ·- ·- ·-·- · ·-·- ·- ·-· -

I 

'·- ·-·-·- · SATUAN TUGAS 
PATROL! LAUT BC 

--- : Garis Komando 
- - - - - - · : Garis Koordinasi 
- . - . - - . : Jalur Komunikasi 

L. SATUAN TUGAS 
PATROL! LAUT BC 

SATUAN TU GAS 
PATROL! LAUT BC 

<a' ( 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 
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C. PENILAIAN DAN PERNYATAAN KONDISI KAPAL PATROLI 

I . Contoh Bentuk Pemyataan Kondisi Kapal Patroli 

PERNYATAAN KONDISI KAPAL PATROLI 

.. .. ..... (!) . ...... . 

Sistem Dukungan Kondisi Faktor Nilai Kondisi 
Bobot Jumlah 

Ken1ampuan (SDK) Teknis Kali Kelaikan Kapal Patroli 

Keselamatan .. (2) .. .. (3) . . .. (4) .. .. (5) .. ' .. (6) .. .. (7) .. 

Apung .. (2) .. . . (3) .. .. (4) .. ..(5) .. .. (6) .. 

Gerak .. (2) .. .. (3) .. .. (4) .. .. (5) .. ..(6) .. 

Layar .. (2) .. . . (3) .. .. (4) .. . . (5) .. ..(6) .. 

Operasi .. (2) .. .. (3) .. .. (4) .. .. (5) .. ..(6) .. 

Total Nilai Kelaikan 

Rata-rata Kondisi Teknis 

P~jabat Penerbit Keputusan 
Pembentukan Tim Survei 

Ketua Tim Survei 

(nama) 
(nama) 



Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 
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Petunjuk Pengisian Pernyataan Kondisi Kapal Patroli 

diisi dengan nomor lambung Kapal Patroli 

diisi dengan prosentase bobot tiap-tiap sistem dukungan 

ken1ampuan. 

diisi dengan hasil survei pada tiap-tiap sistem dukungan 

kemampuan. 

diisi dengan Faktor Kali tiap-tiap Sisten1 Dukungan 

Kemampuan. 

diisi dengan nilai kelaikan, yaitu : Angka (2) X Angka (3) X 

Angka (4) 

diisi dengan pe~jumlahan Angka (5) dengan l~jur 

sebelumnya 

Diisi dengan kondisi kapal patroli. 
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2. Ketentuan Umum Penilaian Sistem Dukungan Kemampuan 

A. Syarat-syarat Penilaian 

1) Kondisi Teknis (Konis) Sistem Dukungan Kemampuan Keselainatan 

(SDKK): 

• sama dengan atau lebih dari 90; atau 

• kurang dari 90 maka Faktor Kali (FK) dari SDKA, SDKG, SDKL dan 

SDKO sama dengan 0. 

2) Konis Sistem Dukungan Kemampuan Apung (SDKA): 

• sama dengan atau lebih dari 80 maka status Laik Apung; atau 

• kurang dari 80, maka FK dari SDKG, SDKL dan SDKO adalah 0. 

3) Konis Sisten1 Dukungan Kemampuan Gerak (SDKG): 

• sama dengan atau lebih dari 70 maka status Laik Gerak; atau 

• kurang dari 70, maka FK dari SDKL dan SDKO adalah 0 . 

4) Konis Sistem Dukungan Kemampuan Layar (SDKL): 

• sama dengan atau lebih dari 70 maka status Laik Layar; 

• kurang dari 70, maka FK dari SDKL dan SDKO adalah 0. 

5) Konis Sistem Dukungan Kemampuan Operasi (SDKO): 

• san1a dengan atau lebih dari 70 maka status Laik Operasi; 

• lebih dari 60 atau kurang dari 70 maka status Laik Operasi Dengan 

Catatan; 

• kurang dari 60, maka FK dari SDKO adalah 0. 
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B. Penentuan Kondisi Kapal Patroli 

Total Nilai Kelaikan 
No. Kondisi Kapal Patroli Persyaratan Kanis 

Min Maks 

1 Laik Operasi 77 100 1. SDKK~ 90 

2. SDKA~80 

3. SDKG ~ 70 

4. SDKL~ 70 

5. SDKO ~ 70 

2 Laik Operasi Dengan 70 90 1. SDKK ~ 90 

Catatan 2. SDKA~ 80 

3. SDKG, SDKL ~ 70 

4. 60 :5 SDKO < 70 

5. Atau adanya catatan terkait 

kondisi teknis 

3 Laik Layar 70 90 1. SDKK ~ 90 

2. SDKA~80 

3. SDKG, SDKL ~ 70 

4 . SDKO < 60 

4 Laik Gerak 63 80 1. SDKK ~ 90 

2. SDKA ~ 80 

3. SDKG ~ 70 

4 . SDKL, SDKO < 60 

5 LaikApung 57 70 1. SDKK ~ 90 

2. SDKA~80 

3. SDKG, SDKL. SDKO < 70 

6 Tidak Laik 0 56 1. SDKK < 90 

2. SDKA< 80 

3. SDKG, SDKL, SDKO < 70 

~· / 
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D. STRUKTUR KOMANDO SATUAN TUGAS SESUAI KELAS KAPAL PATROL! 

1. Kapal Patroli Kelas I 

NAKHODA 

MUI MUIII 

BOSUN 

JURUMUDI 

KELASIDEK Tk.MASA~ 

PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROLI 

,.- ,--.. ·· -· ·-··-· 

BADI.O 
t;>J>J:RATOR 

·~~! :., . 

• : . ;1\. • (,1- I 11 1 \ / , 

2. Kapal Patroli Kelas II, Kelas III dan Kelas N 

NAKHODA 

MUI MU 11J 

JURUMUDI I 
I 

KELASIDEK Tk.MASAK 

PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROL! 

,- -· -· ·-·· - ··-· 

I 

' _:, 1 ) t, ' ' ' • • ' I ~' 

WAKIL 
KOMANDAN PATROL! 

WAKIL 
KOMANDAN PATROL! 

ANGGOTA 
PATROL! 



3. Kapa! Patroli Kelas V Dan Kelas VI 

NAKHODA 

MUI 

JURU MUOI 

KELAS1 DEK Tk.MASAK 
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PIMPINAN SATGAS 

KOMANDAN PATROLI 

WAKIL 
KOMAN DAN PATROLI 

ANGGOTA 
PATROLI 



- 70 -

E. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI MINIMUM SATUAN TUGAS PAT:R.OLI SESUAI 

KELAS KAPAL PATROLI 

No Jabatan Pendidikan Gol. Pengalaman 
/ljasah Minimal 

1 

Kapal Patroli Kelas I 

Kapal Patroli Kelas II 

Kapal Patroli Kelas 
III/IV 
Kapal Patroli Kelas 
V/VI 

2 

Kapal Patroli Kelas I 

Kapal Patroli Kelas II 

Kapal Patroli Kelas 
III/IV 

Kapal Patroli Kelas 
V/VI 

3 

Kapal Patroli Kelas I 

Kapal Patroli Kelas II 

Komandan Patroli 

Pelaksana III.b 
Pemeriksa 
Pelaksana III.a Di bidang penindakan dan 
Pen1eriksa penyidikan selama 2 tahun 
Pelaksana II.ct 
Pemeriksa 
Pelaksana II.c Di bidang penindakan dan 
Pemeriksa penyidikan 

NAKHODA 

DPKN::; III.a ' · , Nakhoda Kapal Patroli Kelas II. .,.. Nakhoda Kapal Patroli Kelas 
III/IV selama 2 tahun. atau 

~ Mualim I Kapal Patroli Kelas I 
selama 2 tahun. 

DPKN::; III.a 
,,. ,, Nakhoda Kapal Patroli Kelas 

III/IV. 
:,... Mualim I Kapal Patroli Kelas I. atau .,. Mualim I Kapal Patroli Kelas II 

selama 2 tahun. 
DPKN ::; II.ct },- Nakhoda Kapal Patroli Kelas V /VI 

selama 4 tahun, 
' Mualim I Kapal Patroli Kelas II. atau , 
\, ,, Mualim I Kapa! Patroli Kelas III/N 

selama 2 tahun. 
SMK/SPM/D 11.b ,. Mualim II Kapal Patroli Kelas 111/N. 

PKN atau 
).- Mualim I Kapal Patroli Kelas V /VI 

selama 2 tahun 

Kepala Kamar Mesin (KKM) 

DPKN ::; III.a ' · , .,. 
'. , 

DPKN ::; III.a ,,. , 
.,.. 
' ; 

KKM Kapal Patroli Kelas II. 
KKM Kapal Patroli Kelas III/IV 
selama 2 tahun, atau 
Masinis I Kapal Patroli Kelas I 
selama 2 tahun. 
KKM Kapal Patroli Kelas III/IV. 
Masinis I Kapal Patroli Kelas I. atau 
Masinis I Kapal Patroli Kelas II 
selama 2 tahun. 

(lt' 
/ 
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Kapal Patroli Kelas DPKN~ II.d ' KKM Kapal Patroli Kelas V /VI ,. 
III/N selama 4 tahun. 

:,. Masinis I Kapal Patroli Kelas II. atau 
' Masinis I Kapal Patroli Kelas III/IV ,. 

selama 2 tahun. 
Kapal Patroli Kelas SMK/SPM/D II.b :,. Masinis II Kapal Patroli Kelas III/IV. 
V/VI PKN atau ..,. Masinis I Kapal Patroli Kelas V /VI 

selama 2 tahun 

4 Mualim I 

Kapal Patroli Kelas I DPKN~ II.ct \. ,. Mualin1 I Kapal Patroli Kelas II. 
., Muali1n I Kapal Patroli Kelas ,. 

III/N selama 2 tahun, atau ,. Mualim II Kapal Patroli Kelas I 
selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas II DPKN~ II.ct ,. Mualim I Kapal Patroli Kelas 
III/N, ,.. Mualim II Kapal Patroli Kelas I, 
atau 

; Mualirn II Kapal Patroli Kelas II 
selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas DPKN~ II.c ) ,. Mualim III Kapal Patroli Kelas I, 
III/N >" Mualirn II Kapal Patroli Kelas II, 

atau 
, Mualim II Kapal Patroli Kelas 

III/N selarna 2 tahun. 
Kapal Patroli Kelas SMK/SPM/D II.b , Mualirn III Kapal Patroli Kelas II, 
V/VI PKN ,.. Mualim III Kapal Patroli Kelas 

III/N selama 2 tahun 
' Juru Mudi Kapa! Patroli selama 4 , 

tahun 

5 Masinis I 

Kapal Patroli Kelas I DPKN~ II.ct :,.. Masinis I Kapal Patroli Kelas II, 
>'" Masinis I Kapal Patroli Kelas 

III/N selama 2 tahun. atau 
~ Masinis II Kapal Patroli Kelas I 

selama 2 tahun. 
Kapal Patroli Kelas II DPKN~ 11.d ' , Masinis I Kapal Patroli Kelas 

III/N, ,.. Masinis II Kapal Patroli Kelas I, 
atau 

•·, Masinis II Kapal Patroli Kelas II ,. 
selama 2 tahun 

Kapal Patroli Kelas DPKN ~ II.c , Masinis III Kapal Patroli Kelas I, 
III/N ' Masinis II Kapal Patroli Kelas II, , 

atau ., Masinis II Kapa! Patroli Kelas 
III/N selarna 2 tahun, 
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Kapal Patroli Kelas SMK/SPM/D U.b , Masinis III Kapal Patroli Kelas II, 
V/VI PKN , Masinis III Kapal Patroli Kelas 

III/IV selama 2 tahun 
;,. Juru Minyak Kapal Patroli selama 4 

tahun 

6 Mualim n 
Kapal Patroli Kelas I DPKN 11.d .,, Mualim II Kapal Patroli kelas II. 

,. Mualim II Kapa! Patroli kelas III/IV 
selama 2 tahun. atau 

, Mualim III Kapal Patroli Kelas I 
selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas II DPKN 11.d ,. Mualim II Kapal Patroli kelas III/IV: ,.. Mualim III Kapal Patroli Kelas I: atau 
, Mualim III Kapal Patroli kelas II 

selama 2 tahun. 
Kapal Patroli Kelas DPKN 11.c ,, Mualim III Kapal Patroli kelas II: 
III/IV > Mualim III Kapal Patroli kelas III/IV 

selama 2 tc,lhun: 
' Nakhoda Kapal Patroli Kelas V /VI , 

selama 4 tahun. 

7 Masinis n 

Kapal Patroli Kelas I DPKN 11.d )"' Masinis II Kapal Patroli kelas II. 
~ Masinis II Kapa! Patroli kelas III/IV 

selama 2 tahun, atau , Masinis III Kapal Patroli Kelas I 
selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas II DPKN 11.d ,- Masinis II Kapal Patroli kelas III/IV; 
,. Muasinis III Kapal Patroli Kelas I: 

atau 
:,. Masinis III Kapal Patroli kelas II 

selama 2 tahun. 
Kapal Patroli Kelas DPKN II.c ,. Masinis III Kapal Patroli kelas II: 
III/IV 

,, , Masinis III Kapal Patroli kelas III/IV 
selama 2 tahun: , KKM Kapal Patroli Kelas V /VI 
selama 4 tahun. 

8 Mualim Ill 

Kapal Patroli Kelas I DPKN 11.c ,. Mualim III Kapa! Patroli kelas II, , Mualim III Kapa! Patroli kelas III/IV 
selama 2 tahun, atau ,. Bosun/Radio Operator Kapal 
Patroli Kelas I selama 4 tahun. 

Kapa! Patroli Kelas II DPKN 11.c ,. Mualim III .Kapa! Patroli kelas III/IV; 
atau 

\ , Bosun/Radio Operator Kapal , 
Patroli Kelas I selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas DPKN Il.b ..,. Bosun/Radio Operator Kapal 
III/IV Patroli Kelas I; atau 

'; Juru Mudi Kapa! Patroli 2 tal1un 
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9 Masinis III 

Kapal Patroli Kelas I DPKN II.c .,. Masinis III Ka pal Patroli kelas II; 
' Masinis III Kapal Patroli kelas III/IV ,. 

selama 2 tahun; atau ,. Mandor/Juru Listrik Kapal 
Patroli Kelas I selama 4 tahun. 

Kapal Patroli Kelas II DPKN II.c .,. Masinis III Kapal Patroli kelas III/IV; 
atau , Mandor/Juru Listrik Kapal 
Patroli Kelas I selama 2 tahun. 

Kapal Patroli Kelas DPKN II.b ? Mand or/ J .uru Listrik Ka pal 
III/IV Patroli Kelas I; atau 

\ Juru Minyak Kapal Patroli 2 ,. 
tahun 

10 Radio Operator 

Kapal Patroli Kelas I BST/GOC/ II.b Radio Operator Kapal Patroli Kelas 

ROC 
II selama 2 tahun 

Kapal Patroli Kelas II BST/GOC/ II.a Radio Operator Kapal Patroli Kelas 

ROC 
III/IV selama 2 tahun 

Kapal Patroli Kelas BST/Dl/S II.a -
III/IV MK 

11 Juru Listrik 

Kapal Patroli Kelas I BST/Diklat II.b Juru Listrik Kapal Patroli Kelas II 

Kelistrikan selama 2 tahun 

Kapal Patroli Kelas II BST/Diklat II.a Juru Listrik Kapal Patroli Kelas 

Kelistrikan III/IV selama 2 tahun 

Kapal Patroli Kelas BST II.a -
III/IV 

12 Bosun 

Kapal Patroli Kelas I BST/Rating Il.b :.,. Juru Mudi Kapal Patroli Kelas I; 
)>- Juru Mudi Kapal Patroli Kelas II 

selama 2 tahun; atau 
°';;; Juru Mudi Kapal Patroli Kelas III/IV 

selama 4 tahun 

13 Mandor 

Kapal Patroli Kelas I BST/ Rating II.b , Juru Minyak Kapal Patroli Kelas 
I; 

', Juru Minyak Kapal Patroli Kelas II 
selama 2 tahun; atau 

).,- Juru Minyak Kapal Patroli Kelas 
III/IV selama 4 tahun 

(al_ 
/ 
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14 Anggota Patroli 

Kapal Patroli Kelas I, DI/SMK/S II.a -
II, III/N, V /VI MA 

15 JuruMudi 

Kapal Patroli Kelas I BST/ Rating II.b );- Juru Mudi Kapal Patroli Kelas II 
selama 2 tahun; atau 

,- Kelasi Deck Kapal Patroli selaina 
4 tahun 

Kapal Patroli Kelas II BST/ Rating II.b :,. Juru Mudi Kapal Patroli Kelas 
III/IV; atau 

}.- Kelasi Deck Kapal Patroli sela1na 
2 tahun 

Kapal Patroli Kelas BST/ Rating II.a );.- Juru Mudi Kapal Patroli Kelas 
III/N V/VI; atau 

\ , , Kelasi Deck Kapal Patroli 
Kapal Patroli Kelas BST/ Rating II.a Kelasi Deck Kapal Patroli. 
V/VI 

16 JuruMinyak 

Kapal Patroli Kelas I BST/ Rating II.b 'r Juru Minyak Kapal Patroli Kelas 
II selama 2 tahun; atau 

, Kelasi Mesin Kaoal Patroli 4 
Kapal Patroli Kelas II BST/ II.b >- J uru Minyak Ka pal Patroli Kelas 

Rating/ III/N; atau 
;,- Kelasi Mesin Kapal Patroli 2 

Kapal Patroli Kelas BST/ Rating II.a ,. Juru Minyak Kapal Patroli Kelas 
Ill/N V/VI; atau 

"; Kelasi Mesin Kapal Patroli 
Kapal Patroli Kelas BST/ Rating II.a Kelasi Mesin Kapal Patroli 
V/VI 

17 Kelasi Dek/ Kelasi Mesin 

Kapal Patroli Kelas I, BST II.a -
II, III/N, V /VI 

18 Tukang Masak 

Kapal Patroli Kelas I, - - -
II, III/N, V /VI 
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F. FORMULIR PENENTUAN KESIAPAN KAPAL PATROL! 

A. Pemastian Awak Kapal Patroli 

Nomor Lambung 

Tanggal Pemeriksaan 

No. Jabatan 

1 Nakhoda 

2 KKM 

3 Mualim 

4 Masinis 

5 Radio Operator 

6 J uru Listrik 

7 Bosun 

8 Mandor 

9 Juru Mudi 

10 Juru Minyak 

11 Kelasi Dek 

12 Kelasi Mesin 

13 Tukang Masak 

.... . (1) ... . 

.. ... (2) ... . 

Jumlah 

... (3) ... 

... (3) ... 

... (3) . .. 

... (3) ... 

... (3) .. . 

... (3) ... 

... (3) ... 

... (3) ... 

... (3) ... 

.. . (3) ... 

... (3) ... 

... (3) ... 

... (3) ... 

B. Pemastian Kelaiklautan Kapal Patroli 

PEMERIKSAAN 
BAGIAN 

Kenautikaan ... (5) .. . 

Teknik ... (6) ... 

Penginderaan .. . (7) ... 

Telekomunikasi ... (8) ... 

Checklist 

Belun1 
Sesuai Sesuai 

. .. (4) .. . . .. (4) ... 

. . . (4) ... . .. (4) ... 

. .. (4) ... . .. (4) ... 

. .. (4) .. . .. . (4) ... 

... (4) ... ... (4) .. . 

.. . (4) ... ... (4) ... 

... (4) ... ... (4) ... 

... (4) ... ... (4) ... 

... (4) ... .. . (4) .. . 

... (4) ... ... (4) ... 

.. . (4) ... ... (4) ... 

. . . (4) ... ... (4) ... 

... (4) .. . ... (4) ... 

KESIMPULAN 
KATEGORI 

PEMERIKSAAN 

... (10) .. . .. . (11) .. . 

. .. (10) ... .. . (11) .. . 

. .. (10) .. . .. . (11) ... 

... (10) ... ... (11) ... 
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Keselamatan ... (9) ... . .. (10) ... . .. (11) ... 

C. Kelengkapan Administrasi Kapal Patroli 

Kelengkapan Ada/Tidak Cukup/Tidak 

Buku Harian/ Jurnal Dek ... (12) ... ... (13) ... 

Buku Harian/ Jumal Mesin ... (12) ... ... (13) ... 

Buku Harian/ Jumal Radio ... (12) ... .. . (13) ... 

Surat Bukti/ Berita Acara terkait kegiatan ... (12) ... . .. (13) ... 

penindakan, pemeriksaan, penegahan, 

penyegelan, penggunaan senjata api, serah 

terima sarana pengangkut dan barang sesuai 

tata laksana pengawasan 

Surat Pemyataan Bersedia Diperiksa dan ... (12) ... ... (13) ... 

Kebenaran Muatan Sarana pengangkut 

(Statement of Complying) 

Surat Pemyataan Hasil Pemeriksaan ... (12) ... ... (13) ... 

(Declaration of Inspection) 

D. Perbekalan dan Perlengkapan Patroli 

Perbekalan/ Perlengkapan Jumlah Cukup/Tidak 

Bahan Bakar Minyak ... (14) ... ... (15) ... 

Minyak Lumas ... (14) ... ... (15) ... 

AirTawar ... (14) ... ... (15) ... 

Minyak Tanah/ LPG ... (14) ... ... (15) ... 

Ransum .. . (14) ... ... (15) ... 

dst. ... (14) ... . .. (15) ... 

E. Kesiapan Senjata Api Dinas 

No. Jenis Nomor Seri Jumlah & Jenis Amunisi 

1 ... (16) ... ... (17) .. . . .. (18) ... 

2 ... (16) .. . ... (17) ... . . . (18) : .. 
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3 ... (16) ... .. . (17) ... ... (18) ... 

4 ... (16) .. . ... (17) ... ... (18) ... 

Mengetahui, 

Nakhoda Kapal Patroli 

... (4) ... 

Kepala Seksi terkait 

... (5) ... 

(], 
I 
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Petunjuk Pengisian Formulir Penentuan Kesiapan Kapal Patroli 

Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8) 

Angka (9) 

Angka (10) 

Angka (11) 

Angka (12) 

Angka (13) 

Angka (14) 

Angka (15) 

Angka (16) 

Angka (17} 

Angka (18) 

Angka (19) 

diisi dengan nomor lambung kapal. 

diisi dengan diisi tanggal pemeriksaan kapal. 

diisi dengan jumlah Nakhoda Kapal Patroli, KKM, mualin1, 

masinis, radio operator, juru listrik, bosun, mandor, jun1 mudi, 

juru minyak, kelasi dek, kelasi mesin dan tukang masak yang 

siap ditugaskan untuk Kapal Patroli tersebut. 

diisi dengan dengan tanda centang M pada kolom sesuai atau 

belum sesuai berdasarkan pemeriksaan jumlal1 anggota Satuan 

Togas yang akan ditugaskan. 

diisi bagian/item yang diperiksa berupa badan kapal, peta, dan 

sebagainya. 

diisi bagian/item yang diperiksa berupa peralatan mesin induk, 

mesin bantu, kelistrikan kapal. dan sebagainya. 

diisi bagian/item yang diperiksa berupa peralatan penginderaan 

seperti echo sounder, radar, dan sebagainya. 

diisi bagian/item yang diperiksa berupa peralatan komunikasi 

seperti radio, satelit. dan sebagainya. 

diisi bagian/item yang diperiksa berupa peralatan pemenuhan 

SOLAS. 

Diisi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan. 

Diisi dengan kategori penilaian berupa : Baik/ Baik dengan 

Catatan/ Tidak Baik 

diisi dengan Jumlah perbekalan / perlengkapan. 

diisi dengan cukup atau tidak cukup. 

diisi dengan jumlah perbekalan / perlengkapan. 

diisi dengan cukup atau tidak cukup. 

diisi dengan Jenis senjata api dinas yang tersedia. 

(Contoh : SMB 12.7, SSBC.l, P3, dan lainnya.) 

diisi dengan nomor seri senjata api din.as. 

diisi dengan jumlah dan jenis amunisi senjata api dinas. 

diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Nakhoda Kapal 

Patroli 
a:. , 
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diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Seksi 

terkait. 

Kepala Seksi terkait adalah sebagai berikut: 

• Untuk PSOBC Tipe A adalah Kepala Seksi Nautika, Kepala 

Seksi Teknik, Kepala Seksi Telka, dan Kepala Seksi 

Penginderaan. 

• Untuk PSOBC Tipe B adalah Kepala Seksi Nautika, Kepala 

Seksi Teknik, dan Kepala Seksi Telka. 

• Untuk Kantor Wilayah DJBC Khusus, Kantor Wilayah DJBC, 

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

dan pemeliharaan sarana operasi atau Pejabat Fungsional 

yang setara. 

~ I 
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G. CONTOH BENTUK JURNAL DEK, JURNAL MESIN, DAN JURNAL RADIO 

1. CONTOH BENTUK JURNAL DEK 

•. (1) ••• TANGGAL .. (2) ... 

PERBAIKAN HALUAN 
JAM HS HP 

VAR DEV SEM 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

PENGUKURAN 
Kee. Angin, Cuaca. 

RPM PERSEDIAAN 
Rata-Rata Kondisi Perairan 

BBM AIRTAWAR 

(10) (11) (12) (13) (14) 

BERI.AYAR DI PERAIRAN ... (3) .... 

TEMPAT KEDUDUKAN. BARINGAN. PENINDAKAN. MUALIM 

PERISTIW A DAN KEADAAN IAIN JAGA 

(15) (16) 

Nakhoda. 

( ..... 17 .. ... ) 

HaJaman .. ... (18) .•... dari . .... (18) .. .•. 



Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8) 

Angka (9) 

Angka (10) 

Angka (11) 

Angka (12) 

Angka (13) 

Angka (14) 

Angka (15) 

Angka (16) 

Angka (17) 

Angka (18) 
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PETUNJUK PENGISIAN JURNAL DEK 

diisi dengan hari pengisian jun1al. 

diisi dengan tanggal pengisian jumal. 

diisi dengan nama pelayaran sesuai dengan nama 

umum perairan. 

diisi dengan jam pengisian jurnal. 

diisi dengan haluan sejati (haluan pedoman (lsian 

angka (9)) + sembir (isian angka (8))) .. 

diisi dengan variasi. 

diisi dengan deviasi. 

diisi dengan sembir / Compass Error (Variasi (isian 

angka (6)) + Deviasi (isian (7))). 

diisi dengan haluan pedoman. 

diisi dengan rotasi per menit. 

diisi dengan perkiraan kecepatan rata-rata (satuan nlil 

laut per jam). 

diisi dengan arah dan kecepatan angin, situasi cuaca 

seperti jarak pandang dan bentuk awan serta kondisi 

perairan. 

diisi dengan pengukuran persediaan tanki bahan 

bakar minyak. 

diisi dengan pengukuran persediaan tanki air tawar 

diisi dengan tempat kedudukan dan baringan, kegia~an 

penindakan seperti penghentian, pemeriksaan, 

penegahan dan penyegelan, serta peristiwa dan 

keadaan lain yang penting seperti SAR. 

diisi dengan paraf mualim jaga. 

diisi dengan tanda tangan nakhoda. 

diisi dengan urutan halaman dan jumlah halaman 

total pada jumal dek. 

- Untuk Kapal Patroli Kelas V dan Kelas VI, pengisian kolom (5), (6), (7), (8), (9) 

dan (10) dapat diabaikan . 

- Cut off pelaporan (noon report) adalah pukul 12.00 WITA. Pada saa t noon rep ort 

jumal selama 24 jam terakhir ditandatangani oleh Nakhoda. 
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2. CONTOH BENTUK JURNAL MESIN 
1. JURNAL MESIN UNTUK KAPAL PATROL! KELAS I, KELAS II, KELAS III, DAN KELAS IV 

a. Lembar Kiri 
(1). TANGGAL (2) 

MAIN ENGINE 

SPEED 
JAM KER.JA 

INJECTION PRESSURE (BAR) TEMPERATURE ("Cl 

JAMJAGA MESIN 
ENGINE ETC QUANrllY CHARGE 

LUS. OIL FUEL CHARGEAlR .COOI.ANT LUB. Oil,, FUEL INTAKE AIR 
(RPM) (KRPM) (%) AIR 

KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA KI KA Kl 

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
00.00-04.00 

04.00-08.00 

08.00-12.00 

12.00- 16.00 

16.00-20.00 

20.00-24.00 

JAM PUTARAN MESIN MENGETAHUI. 
JAM PUTARAN MESIN SETELAH W5 DAN W6 

SETELAH PENGGANTIAN MINYAK LUMAS TERAKHIR SURVEYOR 

KEPALA KAMAR MESIN. 

MAIN ENGINE KANAN (5) MAIN ENGINE KANAN (6) 

MAIN ENGINE KIRI (5) MAIN ENGINE KIRI (6) (23) 
(21) 

GEARBOX KANAN (5 ) GENERATOR KA/HBR/KI (6) / (6) / (6) 

MENGETAHUI. GEARBOX KIRI (5) 

NAKHODA GENERATOR Ka/Hbr/KI (5) / (5) / (5) 
JAM PUTARAN MESIN SELURUHNYA 

MAIN ENGINE KANAN 
(22) 

(7 ) 

MAIN ENGINE KIRI (7) 

GENERATOR KA/HBR/KI (7) / (7) / (7) 

. 
~\ 



- 83 -

b . Lembar Kanan 

BERLAYAR DI PERAIRAN (31 

GEARBOX GENERATOR ENGINE 

PRESSURE TEMP. TEMPERATURE 

ENGINE 
PRESSURE (BAR) VOLT(V) AMPERE(A) KILOWATT (KW) 

(BAR) ("CJ JAMKERJA ('CJ 
MASINIS 

LUB. ROOM MESIN KETERANGAN 
LUB. OIL LUB. OIL COOLANT VOLTAGE CURRENT POWER JAGA 

OIL TEMP. (' C) 

K 
KA KI KI KA HBR KI KA HBR KI KA HBR KI KA HBR KI KA HBR kl KA HBR KI 

A 

(4) (4) (4) {-l) (4) (4) (4) (4) (4 ) (4) (4) (4 ) (4) (4) (4) (4) (4) (4 ) (4) (4) (4) (4) (4) (1 9) (2 0) 

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR 
PEMAKAIAN MINYAK PELUMAS PEMAKAIAN BENSIN JAM KERJA (H) 

Jellis Minyak Pelumas 90 40 30 PURIFIER R/0 

Sisa kt'ma rin (8 ) Sisa kemarin (8) (8) (RJ S lsa kt·maiin (8) TOTAL (15) TOTAL (1 5) 

(9) W O. OU, (1 6) LUB. (1 6) 

P,•makaian main c:-ngin <' Pemalmlan ma in ,·ng im· (9) (9) (9) J umlah p cmalmian (12) 0 11, 

P,·nmkaian g,·ncrator (10) l'<'maka lan gt'nerator (1 0) (10) (10) Dlta mbah d i (1 3) BOWL (17) Mf:MO. (18) 

P,·ma kalan la in • lain (11) l'emaka lan la in • lain (1 1) (11) (11) Dlta mbah di (13) 

J umla h p,•makaian (1 2) J u mla h pt'makaian [1 2) (1 2) (12) Total l't'rsediaan (1 4) 

Dlla mbah di (1 3) Dita mbah dJ (1 3) (1 3) (13) 

l>ita mba h di (13) Ditambah di (1 3) (1 3) (13) 

Total Pt'r..ed laan (1 4) Total Pt'rs ,·diaan (14) (1 4) (14) 

Halam an ..... (24) .... . clari ..... (24) ..... 
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PETUNJUK PENGISIAN JURNAL MESIN 

(UNTUK KAPAL PATROLI KELAS I, KELAS n, DAN KELAS m) 

Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8) 

Angka (9) 

Angka (10) 

Angka (11) 

Angka (12) 

Angka (13) 

Angka (14) 

diisi dengan hari pengisian jumal. 

diisi dengan tanggal pengisian jumal. 

diisi dengan nama pelayaran sesuai dengan nan1a un1um 

perairan. 

diisi dengan pembacaan satuan alat ukur pada main engine, 

gearbox, generator engine dan engine room .. 

diisi dengan jam putaran mesin setelah penggantian minyak 

lumas terakhir pada main engine. gearbox dan generator. 

diisi dengan jam putaran mesin setelah W5 dan W6 terakhir 

pada main engine dan generator. 

diisi dengan jam putaran mesin seluruhnya pada main 

engine dan generator. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran bahan bakar, 

minyak pelumas dan bensin sesuai jumal atau pengukuran 

sebelumnya. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran pemakaian bahan 

bakar dan minyak pelumas pada main engine. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran pemakaian bahan 

bakar dan minyak pelumas pada generator engine. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran pemakaian bahan 

bakar dan minyak pelumas untuk mesin atau peralatan 

lain. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran pemakaian bahan 

bakar, minyak pelumas dan bensin seluruhnya pada hari 

terse but. 

diisi dengan penambahan bahan bakar, minyak pelumas 

dan bensin pada hari tersebut. 

diisi dengan perkiraan atau pengukuran total persediaan 

bahan bakar, minyak pelumas dan bensin pada hari 

terse but. 



Angka (15) 

Angka (16) 

Angka (17) 

Angka (18) 

Angka (19) 

Angka (20) 

Angka (21) 

Angka (22) 

Angka (23) 

Angka (24) 
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diisi dengan jumlah jam kerja seluruhnya pada purifier dan 

reverse osmosis. 

diisi dengan jumlah jam kerja setelah penggantian minyak 

pelumas (gear) pada purifier dan reverse osmosis. 

diisi dengan jumlah jam kerja setelah pembersihan bowl 

terakhir pada purifier. 

diisi dengan jumlah jam kerja setelah penggantian 

membrane terakhir pada reverse osmosis. 

diisi dengan paraf masinis jaga. 

diisi dengan informasi yang dianggap penting saat jaga. 

diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kamar Mesin. 

diisi dengan narila dan tanda tangan_ Nakhoda. 

diisi dengan paraf surveyor. 

diisi dengan urutan halaman dan jumlah halaman total 

pada jumal mesin. 

- pengisian kolom (1), (2), dan (3) adalah saat awal pelaksanaan tugas 

- pengisian kolom (4), (19) dan (20) adalah saat pelaksanaan jaga 

a; 
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2. JURNAL MESIN UNTUK KAPAL PATROL! KELAS V. DAN KELAS VI 

(1). TANGGAL (2) BERLAYAR DI PERAi RAN (3) 

JUMLAH JAM PlJTARAN MESIN JUMLAH JAM PUTARAN MESIN 
JUMLAH JAM PUTARAN MESIN PARAF 

JAM 
PETUGAS SELURUHNYA 

JAMJAGA PUTARAN I<ETERANGAN 
JAGA 

MESIN MESIN KANAN* 

MESIN TENGAH* 

(4) (5) (6) (7) MESIN KIRI* 

GEARBOX KANAN* 

GEARBOXTENGAH* 

GEARBOX KIRI* 

SISA KEMARIN 

PEMAKAlAN MESIN 

PENGGERAK 

LAJNNYA 

PEMAKAIAN SEHARI 

SISASMTINI 

PENAMBAHAN 

TOTAL PERSEDIAAN 

SETELAH PENGGANTIAN MINYAK SETELAH PERAWATAN W6 

PELUMAS TERAKHIR TERAKHIR 
SURVEYOR 

(8) MESIN KANAN* (10) MESIN KANAN* (11) 

(8) MESIN TENGAH* (10) MESIN TENGAH• (11) 

(8) MESIN KIRI* (10) MESIN KIRI* (11) 

(9) JAM PUTARAN MESIN PENGGANTIAN PELUMAS TERAKHIR: (12) 

(9) JAM PUTARAN MESIN PERAWATAN W6 TERAKHIR: (13) 

(9) 

PEMAKAlAN PEMAKAlAN MINYAK MESIN 

BAHAN BAKAR (MarGR OILJ UNTUK MESIN 2 TAK 

(14) (14) 

(15) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) (18) 

(19) (19) 

(20) (20) 

PENGUKURAN/ PENGECEKAN 

KEPALA KAMAR MESIN. 

(. ••. .. ...... (22) ........... ... ) 

(21) 

MENGETAHUI 

NAKHODA. 

( ..... (23) ..... ) 

MINYAK PELUMAS 

(GEAROJLJ 

GEARBOX MESIN 

(14) (14) 

(15) (15) 

(18) (18) 

(19) (19) 

(20) (20) 



Angka (1) 
Angka (2) 
Angka (3) 

Angka (4) 
Angka (5) 
Angka (6) 
Angka (7) 
Angka (8) 
Angka (9) 
Angka (10) 

Angka (11) 

Angka (12) 

Angka (13) 
Angka (14) 

Angka (15) 

Angka (16) 

Angka (17) 

Angka (18) 

Angka (19) 

Angka (20) 

Angka (21) 
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PETUNJUK PENGISIAN JURNAL MESIN 

(UNTUK KAPAL PATROLI KELAS V, DAN KELAS VI) 

diisi dengan hari pengisian jumal. 
diisi dengan tanggal pengisian jumal. 
diisi dengan nama pelayaran sesuai dengan nama umum 
perairan. 
diisi dengan jan1 pengisian jumal. 
diisi dengan jan1 putaran mesin. 
diisi dengan paraf petugas jaga. 
diisi dengan keterangan atau informasi penting saat jaga. 
diisi denganjumlahjan1 putaran mesin*. 
diisi dengan jumlah jam putaran gearbox* . 
diisi dengan jumlah jam putaran mesin* setelah penggantian 
n1inyak pelun1as terakhir. 
diisi dengan jumlah jam putaran mesin* setelah perawatan 
W6 terakhir. 
diisi dengan jam putaran mesin penggantian minyak 
pelumas terakhir. 
diisi dengan jam putaran mesin perawatan W6 terakhir. 
diisi dengan perkiraan sisa bahan bakar, minyak 111esin dan 
minyak pelumas sesuai pengukuran sebelumnya. 
diisi dengan pemakaian bahan bakar, minyak mesin dan 
minyak pelumas. 
diisi dengan pemakaian bahan bakar selain oleh mesin 
penggerak. 
diisi dengan jumlah pemakaian bahan bakar pada hart 
pengisian jumal. 
diisi dengan perkiraan sisa bahan bakar, minyak mesin dan 
minyak pelumas. 
diisi dengan penambahan bahan bakar, minyak mesin dan 
minyak pelu1nas. 
diisi dengan total persediaan bahan bakar, minyak mesin 
dan minyak pelumas di Kapal Patroli. 
diisi dengan pengencekan/ pengukuran sesuai planned 
maintenance system pada Kapal Patroli seperti minyak 
hidraulik untuk mesin. 

Angka (22) diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kamar Mesin. 
Angka (23) diisi dengan nama dan tanda tangan Nakhoda. 
* Pengukuran jam putaran mesin dan gearbox disesuaikan dengan junllah 1nesin 

pada Kapal Patroli. 

- pengisian kolom (1),(2), dan (3) adalah saat awal pelaksanaan tugas. 

- pengisian kolom (4) sampai dengan (7) adalah saat pelaksanaanjaga. 

- pengisian kolon1 (8) sampai dengan (23) adalah saat akhir pelaksanaan tugas 

atau pergantian hart. 



-88-

3. CONTOH BENTUK JURNAL RADIO 

WAKTU HUBUNGAN RADIOGRAM POSISI PARAF 
NO. TANGGAL STASIUN CATATAN 

DARI SAMPAI KIRIM TERIMA KAPAL OPERATOR 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) 

~I 



Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8) 
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PETUNJUK PENGISIAN JURNAL RADIO 

diisi dengan nomor urut pengisian jurnal 

diisi dengan tanggal pengisian jumal 

diisi dengan waktu mulai dan waktu selesai hubungan 

diisi dengan kode atau nama stasiun hubungan 

diisi dengan kode radiogram kirim dan terima 

diisi dengan posisi kapal saat hubungan 

diisi dengan catatan 

diisi dengan paraf operator 

tp.' 
I 
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H. POKOK-POKOK INFORMASI PENGARAHAN LANGSUNG 

Gambaran Umun1 

Area Operasi: 

(diisi dengan area operasi/ cakupan perairan yang akan clitempuh) 

Peta Laut yang digunakan: 

(diisi dengan nomor dan judul peta laut) 

Prakiraan Cuaca Saat ini: 

• Situasi um um: ( diisi dengan kondisi cuaca saat ini seperti Cerah, Berawan, 

Hujan, Berkabut, dsb) 

• Arah dan kecepatan angin: (diisi dengan arah dan kecepatan angin sebelum 

berangkat) 

Arus dan Pasang: 

Pasang Surut Arus Slack Waters 

I I I I 
Kekuatan: 

• Perbantuan: (diisi dengan daftar dan uraian perbantuan yang didapat seperti 

perbantuan pengideraan dari CSS atau Puskodal, perbantuan personil dari 

instansi terkait) 

• Pangkalan terdekat: (diisi dengan daftar dan jarak pangkalan terdekat) 

• Kantor Bea Cukai terkait: (diisi dengan daftar dan jarak Kantor Bea Cukai 

terkait) 

Situasi kondisi: 

(diisi dengan gambaran umum mengenai masyarakat sekitar, ada/ tidaknya intelijen 

lawan, serta hal-hal menonjol yang perlu diperhatikan) 

TUJUAN 

(diisi dengan tujuan operasi, dapat bersifat umum atau spesifik) 

PELAKSANAAN 

Skema Operasi: (Diisi dengan skema operasi yang dilaksanakan) 

Strategi Operasi : (diisi dengan strategi operasi seperti Surveillance, Targetting, 

Penindakan atau Screening, dsb) 

Penggunaan Kekuatan : (kegiatan selain kegiatan pengamanan dan pembelaan diri, 

seperti: 

• Tunjukan kehadiran di laut 

• Isyarat Radio 
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• Isyarat Suara 

• Isyarat Visual 

• Isyarat Cahaya 

• Manuver Agresif) 

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 

• Ransum: (Diisi gambaran persediaan ransum dengan merinci persediaan atau 

perkiraan alokasi per orang per hart) 

• Persenjataan dan amunisi: (Diisi jenis dan juntlah senjata disertai amunisinya) 

• Persediaan Air Ta war: (Diisi dengan jumlah persediaan air tawar dalam liter dan 

perkiraan daya tahan dalam hart) 

• BBM: (Diisi dengan jumlah persediaan BBM dan lokasi bunkering) 

• Titik Perkebekalan Ulang: (Diisi dengan lokasi bekul) 

KOMANDO DAN KOMUNIKASI 

• Daftar Call sign: (diisi dengan daftar callsign dart Kapal Patroli, Pangkalan, 

Kantor Terkait, Pejabat dan Puskodal serta tanya jawab konfinnasinya) 

• Saluran komunikasi: (diisi denganjenis sarana komunikasi beserta frekuensi 

atau nomor yang digunakan) 

• dsb 

INFORMASI I.AINNYA 

(diisi dengan informasi lainnya) 

{J' 
( 
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I. DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI 

Nomor Lambung : .. ... (1) .... . 

Surat Pertntah : ..... (2) .. .. . 

No Kelompok Pemeriksaan Kesiapan 

1 Kesiapan Anggota Kesiapan Satuan Tugas 

Satuan Tugas Patroli Kesehatan Satuan Tugas 

Pemberian Pengarahan 

Lain-lain 

2 Kelengkapan Surat Perintah 

Administrasi Surat Bukti I Berita Acara 

terkait kegiatan penindakan, 

pemeriksaan, penegahan, 

penyegelan, penggunaan senjata 

api. serah terima sarana 

pengangkut dan barang sesuai 

tata laksana pengawasan 

Surat Pemyataan Bersedia 

Diperiksa clan Kebenaran 

Muatan Sarana Pengangkut 

(Statement of Complying) 

Surat Pernyataan Hasil 

Pemeriksaan (Declaration of 

Inspection) 

Buku Harian Kapal/ Jurnal Dek 

Buku Harian/ Jurnal Radio 

Buku Harian/ Jurnal Mesin 

3 Kondisi Kapal Ketersediaan Bahan Bakar 

Minyak 

Ketersediaan air bersih 

Ransum clan kebutuhan dasar 

hidup anggota 

Mesin penggerak kapal patroli 

Mesin penjemih air (dalam hal 

ada) 

Checklist 

Siap Tidak Siap 

... (3) ... ... (3) ... 

. : .(3) ... ... (3) .. . 

... (3) ... ...(3) ... 

... (3) ... ... (3) .. . 

... (3) ... . .. (3) ... 

.. . (3) ... ... (3) ... 

... (3) ... .. . (3) .. . 

. .. (3) ... . .. (3) ... 

... (3) .. . ... (3) ... 

.. . (3) ... . .. (3) ... 

.. . (3) ... . .. (3) ... 

. .. (3) ... . .. (3) .. . 

.. . (3) . .. . .. (3) ... 

... (3) ... . .. (3) .. . 

.. . (3) ... . .. (3) ... 

.. . (3) ... . .. (3) .. . 

{},' 
t, 



- 93 -

Generator kapal dan cadangan .. . (3) ... . .. (3) ... 

generator (clalam hal ada) 

Peralatan penerangan . . . (3) ... ... (3) ... 

Sparepart caclangan (dalam hal ... (3) ... ... (3) ... 

ada) 

Alat komunikasi . .. (3) ... .. . (3) ... 

Lampu navigasi ... (3) ... ... (3) ... 

Lampu sorot, lampu aldis (lampu ... (3) .. . ... (3) ... 

morse) 

Radar ( dalam hal ada) ... (3) ... ...(3) .. . 

Peta laut ... (3) ... . .. (3) ... 

GPS (dalam hal ada) . .. (3) ... . .. (3) ... 

Kompas ... (3) ... ... (3) .. . 

Pengukur kedalaman (echo .. . (3) ... . .. (3) ... 

sounder) ( dalam hal ada) 

Alat navigasi lain (dalam hal ada) ... (3) ... . .. (3) .. . 

Rompi keselamatan (life jadcet} .. :(3) ... .. . (3) ... 

Pistol suar .. . (3) ... ...(3) ... 

Sekoci penyelamat (dalam hal ... (3) ... .. . (3) ... 

ada) 

Life buoy ( dalam hal ada) .. . (3) .. . ...(3) ... 

Obat-obatan dasar (P3K) ... (3) ... . . . (3) ... 

4 Senjata Api Dinas clan lzin penggunaan I . .. (3) ... .. . (3) .. . 

Alat Pengamanan pengangkutan senjata api dinas 

sesuai ketentuan terkait senjata 

api dinas di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

Kesesuaian jumlah, Jenis, dan .. . (3) .. . .. . (3) ... 

pemegang senjata a.pi dinas 

beserta amunisinya 

Borgol atau alat lain untuk ... (3) ... .. . (3) ... 

mengamankan pelaku 

Alat pengamanan lain .. . (3) ... . . . (3) . .. 

5 Kelengkapan Alat Segel (kertas. kawat. timah, ... (3) ... . .. (3) ... 

Peme1iksaan dan customs line, dll) 

Penyegelan Tang segel ... (3) ... ...(3) ... 

Alat tulis kantor .. . (3) ... .. .(3) ... 

Alat pemotong ... (3) ... ...(3) ... 
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Alat ukur ... (3) ... . .. (3) .. . 

Tang, obeng, gergaji, dll .:.(3) ... . .. (3) . .. 

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 

Siap Berlayar / Belum Siap Berlayar* 

Demikian laporan pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Komandan Patroli, 

... (5) ... 

* caret yang tidak perlu 

( ....... (4} ........ ) 

Nakhoda Kapal Patroli, 

. .. (6) ... 
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGISIAN KESIAPAN KAPAL PATROLI 

Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

diisi dengan nomor lainbung kapal. 

diisi dengan nomor surat perintah. 

diisi dengan tanda centang (V) sesuai dengan kondisi hasil 

pemeriksaan kesiapai1. 

diisi dengan tempat. hart, dan tanggal p~meriksaan kapal 

diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Komandan 

Patroli 

diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Nakhoda Kapal 

Patroli 

a' I 
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J. SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEMERIKSAAN (STATEMENT OF 
COMPLYING) DAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 
(DECLARATION OF INSPECTION) 
1. Contoh Bentuk Surat Pemyataan Me1natuhi Pemeriksaan 

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PEMERIKSAAN 
(STATEMENT OF COMPLYING) 

Pada hari ini 
On this date 

Nama 
Name 

. . . . . . .. (1) .. .. ... . 

Jabatan di atas kapal 
Position on ships 
Jenis dan Nomor Identitas 
Identity type and number 

dengan ini menyatakan 

hereby states 

bertempat di 
located on 

.. . . . .... (2) .. .. ... .. . 
, saya 
, I 

.... .. ... . . ........ .... ... . (3) .. ... .. .......... . .. ........ . 

. . . . ... .. ........ .. .. .. .. .. (4) .... . ..... ... . .. .... .... . ... . 

..... . .. ..... ... .. . ....... . (5) .. . .. . ... .. .. ....... ...... .. . 

1. bersedia untuk mematuhi pemeriksaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai di Indonesia; 

comply to inspection under customs and excise regulation of Indonesia; 

2. bersedia untuk mendampingi atau menugaskan awak kapal untuk 

mendampingi petugas selama proses pemeriksaan; dan 

willing to assist or assign the crew(s) to assist the Officers during 

inspections; and 

3. barang niaga dan barang lainnya, penumpang dan awak sarana 

pengangkut di atas kapal, serta terkait pelayaran ini adalah tercantum 

dengan benar pada manifes, daftar barang persediaan , rencana 

penyimpanan/ pemuatan, daftar obat-obatan/ narkotika, daftar awak 

sarana pengangkut, daftar penumpang, dokumen persetujuan berlayar 

atau dokumen terkait lainnya. 

cargo and others goods, passengers and crews on this ship, and about this 

voyage is correctly stated on manifest, store list, cargo plan/ bay plan. 

narcotics I drugs list, crew list, passenger list, harbour I port clearance or 

others document(s) related to. 

Nakhoda / atas nama Nakhoda* 
Master I on behalf of master* 

. ....... . ... •. (6) .. ... . .. .... . . 

* : coret yang tidak sesuai/ cross the w rong one (strikethrough) ca· 
I 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIPERIKSA 

Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

diisi tanggal haii bulan tahun pelaksanaan pemeriksaan. 

diisi koordinat lintang dan bujur dan/ atau nama umum 

tempat. 

diisi nama jelas nakhoda/ kuasanya. 

diisi nakhoda/ master atau jabatan kuasanya. 

diisi jenis dan nomor tanda pengenal seperti KTP. SIM, 

dan/atau paspor. 

tanda tangan dan nan1a jelas nakhoda / kuasanya serta cap 

kapal/ agen pelayaran jika ada. 

diisi tanggal hari bulan tahun pelaksanaan pemeriksaan 
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2. Contoh Bentuk Surat Pemyataan Kegiatan Pemeriksaan (Declaration Of 

Inspection) 

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 
DECLARATION OF INSPECTION 

Nan1a Ka.pal 
ShipNwne 

Negara Bendera 
Flag State 

Tonase Bobot Ma.ti 
Dead.weight tonnage 

Agen 
Agent 

Tanggal clan Waktu Petugas 
Bea dan Cukai Naik 
Time of Customs and Excise 
Officers Boarded 

Asal 
Voyage Origin Port 

Tujuan 
Port of Call 

Posisi Pemeriksaan 
Posisition of Inspection 

: .... . .. . ....... . .. ... .. ... . (1) ... . ... : ........ .. .......... . 

........... ... ... ........ .. (2) .............. .............. . 

............. ..... .. . . ... . . (3) . ...... .... ............. .... . 

.... . .. . ........ .... ...... . (4) .... ... ........ .. ..... ... ... . 

...... .. .. .. . .. ........ ... . (5) ...... ......... . . .... .. ..... . 

....... .... . . ... ...... ..... (6) .. ..... . .. .................. . 

.. ... ....... ... . .. . . ..... . . (7) .. .. . .. .......... .. . .. .... .. . 

: .. ..... ... ... .... . .. .... .. . (8) .......... . ................ . . 

Sa.ya, sebagai Nakhoda/ atas nama Nakhoda* dengan ini . menyatakan selama 
pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Indonesia dari Kantor 
..................... (9) ........ ...... .. .. . . 

I. hereby declared as master I on behalf of master * during inspection by Indonesian 
Customs and Excise Office.from Office of ... .................... ............ . (10) ....... . .... .... .. . 

dari 
from 

. ....... .. .. (11) .. ..... . ... . 
sampai 
to 

. .... .. ..... (12) ... . . ...... . 

tidak terjadi kerusakan a.tau kehilangan barang muatan, barang awak sa rana 
pengangkut, ha.rang penumpang dan peralatan kapal serta kegiatan berjalan dengan 
baik. 

there is no property of crews. passengers and ships or cargo that damaged or lost and 
disturbance that caused by Officers. 

* : coret yang tidak sesuai/ cross the wrong one 

Nakhoda/ atas nama Nakhoda* 
Master/ on behalf of master* 

. ... .. . .... ... (13) . .... ........ . 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 
(DECLARATION OF INSPECTION) 

Angka (1) 

Angka (2) 

Angka (3) 

Angka (4) 

Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8) 

Angka (9) 

Angka (10) 

Angka (11) 

Angka (12) 

Angka (13) 

diisi dengan nama kapal. 

diisi dengan negara bendera kapal. 

diisi dengan tonase bobot mati kapal sesuai sertifikat terkait 

kapal. 

diisi dengan agen atau perwakilan perusahaan pelayaran jika 

ada. 

diisi dengan tanggal dan waktu petugas naik ke sarana 

pengangkut dengan format hart bulan tahun jam dan 1nenit 

atau ddmmyyyy hh:mm seperti 12 Agustus 2020 10:30 WIB. 

diisi dengan pelabuhan asal. 

diisi dengan pelabuhan tujuan. 

diisi dengan koordinat lintang dan bujur saat pemeriksaan 

kapal. 

diisi dengan nama kantor dalam bahasa Indonesia. 

diisi dengan nan1a kantor dalam Bahasa inggrts. 

diisi dengan waktu din1tllainya pemeriksaan dengan fonnat 

jam dan menit (hh:mm). 

diisi dengan diisi waktu berakhimya pemeriksaan dengan 

formatjan1 dan menit (hh:mm). 

diisi dengan tanda tangan dan nama jelas nakhoda/ 

kuasanya serta cap kapal atau agen pelayaranjika ada. 




